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ABSTRACT

SITIADHAZUMAR.E1118088.THEANALYSISOFTRANSPARENCYAND
ACCOUNTABILITYOFCOVID-19SOCIALASSISTANCEATTHESOCIAL
OFFICEOFTOJOUNA-UNADISTRICT

Thisstudyaimstofindandanalyzethetransparencyandaccountabilityof
Covid-19socialassistanceattheSocialOfficeofTojoUna-UnaDistrict.TIt
appliesaqualitativemethodusinginformantsandinterviewsasdata
collectiontools.Theresultsofthisstudyindicatethattransparencyhas
notbeenfullyimplementedintheSocialOfficeofTojoUna-UnaDistrict.
ThedistributionactivitiesattheSocialOfficeofTojoUna-UnaDistrict
show a mismatch of information sourced from the SocialOffice
experienced by the community through their explanations. The
accountabilityperformedbytheSocialOfficeofTojoUna-UnaDistricthas
followedtheindicators. Afterthedistributionisimplemented,Social
OfficereportstotheInspectorateandtheOfficeofFinance.

Keywords:transparency,socialassistance,accountability
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ABSTRAK

SITI ADHA Z UMAR. E1118088. ANALISIS TRANSPARANSI DAN

AKUNTABILITAS BANTUAN SOSIAL COVID-19 DI DINAS SOSIAL

KABUPATENTOJOUNA-UNA

Penelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmenganalisistransparansi
danakuntabilitasbantuansosialCovid-19diDinasSosialKabupatenTojo
Una-Una.JenisPenelitianiniadalahkualitatifmenggunakaninformandan
wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hasil penelitian ini
menunjukkanbahwatransparansibelum dilaksanakansepenuhnyapada
DinasSosialKabupatenTojoUna-Una.Dilihatdarikegiatanpenyalurandi
Dinas SosialKabupaten Tojo Una-Una menunjukkan tidaksesuainya
antara informasidariPihakDinasSosialberdasarkan penjelasan dari
masyarakat.UntukakuntabilitaspadaDinasSosialKabupatenTojoUna-
Una sudah sesuai dengan indikator dimana setelah pelaksanaan
penyaluran Dinas Sosialmelaporkan kepada Inspektoratdan Dinas
Keuangan.

Katakunci:transparansi,bantuansosial,akuntabilitas
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangPenelitian

Bantuan sosialmerupakan pemberian bantuan daripemda yang

berbentukbarangataupunuangkepadamasyarakat,kelompok,keluarga

atauindividuyangbersifatsementarayangbertujuanuntukmelindungi

darikemungkinan terjadinya resiko sosial.Bantuan sosialmerupakan

salahsatukebijakanpemerintahuntukmengatasikesenjanganekonomi

danmengatasimeningkatnyaangkakemiskinan,denganadanyabantuan

sosialmembantumasyarakatuntukmeningkatkankesejahteraan.

Pelaksanaan penyaluran atau pencairan dana bantuan sosial



disalurkandalam bentukuangmelaluipembayaranlangsungdarirekening

kasumum negarakerekeningpenerimabantuansosialpadabank/pos

atau ke rekening bank/pos penyalur.Sedangkan penyaluran barang

dan/ataujasadilakukandengancarapembayaranlangsungdarirekening

kasumum negarakepadapenyedia barang dan/atau jasa yang telah

menandatanganikontrakpengadaandenganPejabatPembuatKomite.

Peraturan MenteriDalam NegeriNomor39 Tahun 2012 tentang

PerubahandariPeraturanMenteriDalam NegeriNomor32tahun2011

pasal11tentangpemberianhibahdanbantuansosialyangbersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pasal 30A

menyebutkan kepala daerah mencantumkan besaran bansos,daftar

penerima dan alamatpenerima.Setiap daerah Kabupaten penerima

bansosterdiridarikelompok,masyarakat,keluargaatauperoranganyang

mengalamiketidak stabilan yang berakibatdarikrisis sosial,politik,

ekonomi,fenomenaalam danbencanaagardapatmemenuhikebutuhan

hidupnya.apabilatidakdiberibansoskeadaanakansemakinterpurukdan

tidakakanbisahidupdalam kondisiwajar.Penerimabansostermasuk

juga lembaga non pemerintah di bidang keagamaan, kesehatan,

pendidikan dan bidang lainnya yang berperan sangatpenting untuk

melindungimasyarakat,kelompokatauindividudaririsikososialyang

dapatmempengaruhiketentramanmasyarakat

PenelitiansebelumnyaolehWildanRahmansyah,dkk(2020)dengan

judul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk



PenangananCovid-19DiIndonesia”menyatakanadabeberapakendala

yangditemukandiPemerintahDaerahantaralain:

1.Data penerima bantuan sosialyang masih timpang tindih dengan

penerimabantuanlainnyasepertidatapenerimaBansosTunaiyang

namanya juga tercantum pada program BLT Desa atau program

bantuan lainnya sepertiProgram Keluarga Harapan dan Bantuan

PanganNonTunai.

2.DatayangdigunakanbersumberpadadataDTKSyangdiperolehdari

kewilayahanmelaluiRT/RW.NamunadakemungkinanpihakRT/RW

lupamemasukkandataterbaruyangterkenadampakcovid-19,dan

wargayangterdampakpuntidakmelaporkandatamerekakepihak

RT/RW.

3.Permasalahan data yang seringkalimenjadimasalah dimasyarakat

adalahkurangnyakesadarandimasyarakatakanperubahantingkat

perekonomianyangterjadipadadirinyadankeluarganya.Contohnya

ketika dulu terdata sebagai penerima bantuan namun seiring

berjalannya waktu,yang bersangkutan memilikiperubahan tingkat

ekonomidariyang tidak mampu menjadimampu tetapitidak

melaporkan perubahan data tersebutkepada pihak RT/RW atau

kewilayahansehinggamasihterdatasebagaiwargatidakmampuyang

harus mendapatbantuan sedangkan warga yang dulunya mampu

namunsekarangterdampakcovid-19tidakmelaporkandatanya.Hal

inilahyangmenjadipermasalahandalam penyaluranbantuansosial.



4.Permasalahanlain,sangatkurangnyapemahamanmasyarakattentang

jenis-jenisdankriteriabantuansosialdaripemerintahyangmemang

banyak sekalijenisnya.Sehingga dimasyarakat sering terdengar

keluhan kenapa mereka dan tetangganya mendapatkan nilaiatau

bentuk bantuan yang berbeda padahalmereka merasa memiliki

kesulitanyangsama.Disinilahperlunyapenyampaianinformasiyang

lengkap,jelasdanlebihluaslagikepadaseluruhmasyarakattentang

jenisdankriteriabantuansosialagartidakterjadikesalahpahaman

yang berakibat tersendatnya penyaluran bantuan sosial. Dalam

mengahadapisegalakendaladanpermasalahanyangterjadidisinilah

sangatdibutuhkan kerjasama,koordinasidan harmonisasiantara

Pemerintah Pusat,Pemerintah Daerah,Kewilayahan,RT/RW yang

berperanpentingdalam penyaluranbangtuansosialagartepatsasaran,

efektifdanefisien.

Adapun berdasarkan penelitian Mustofa (2020) menyatakan di

KabupatenJeparaterdapatlebihdari20penerimabantuannonregdari

pemerintah pusat(bantuan nonregular)yang sudah meninggaltetap

menerimabansostersebut,bahkanadayangsudahmeninggalpada2013

tetapterdatasebagaipenerima.Kemudiantemuanlainjugaterdapatdi

salah satu desa diKecamatan Batealit,ternyata ada NomorInduk

Kependudukan(NIK)dannamayangsamanamunberbedadomisili.Hal

inimembuatdatatidakbisadimasukkandalam sistem atauditolaksistem.

Transparansisebagaiprinsipyangmenjaminaksesataukebebasan



bagisetiaporanguntukmemperolehinformasitentangpenyelanggaraan

pemerintahan,yakniinformasitentangkebijakanprosespembuatandan

pelaksanaannya serta hasil-hasilyang dicapai.Transparansiadalah

adanyakebijakanterbukabagipengawasan,sedangkanyangdimaksud

dengan informasiadalah informasimengenaisetiap aspek kebijakan

pemerintahyangdapatdijangkaupublik(Krina,2003:13).

MenurutHariSabarno(2007:38)transparansimerupakansalahsatu

aspekmendasarbagiterwujudnyapenyelenggaraanpemerintahanyang

baik.Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya

keterbukaan,keterlibatan,dankemudahanaksesbagimasyarakatterhadap

proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan

informasipenyelanggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk

mewujudkanberbagaiindikatorlainnya.

Akuntabilitasdalam penyelenggaraanpemerintahdaerahdiartikan

sebagaikewajibanpemerintahdaerahuntukmempertanggungjawabkan

pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka

ekonomidaerahuntukmencapaitujuanyangtelahditetapkanmelalui

media pertanggungjawaban yang terukurbaik darisegikualitasnya

maupun kuantitasnya.Mardiasmo (2009),akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan

pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan

segalaaktivitasdankegiatanyangmenjaditanggungjawabnyakepada

pihakpemberiamanah(principal)yang memilikhakdankewenangan



untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.Sang pemberiamanah

(principikal)berhak mengawasidan mengontroljalannya pengelolaan

yangdilakukanolehagentagarbisameminimalisirterjadinyakecurangan.

Berdasarkan Penelitian Nasruddin A. Anwar M, dkk (2020)

“Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaksanaan Serta Penatausahaan

BelanjaBantuanSosialPadaSatuanKerjaPengelolaKeuanganDaerah

KabupatenSigi”menyatakananggaranuntukbelanjabantuansosialhanya

pihak-pihaktertentuyangmengetahuinyadantidaktereksposesecara

luasdimasyarakat,yangmenyebabkanakuntabilitasnyamasihkurang

memadaikarena pemerintah daerah belum mempertanggungjawabkan

danmengungkapkansegalaaktifitasyangmenyangkutbantuansosial

kepadaotoritasyanglebihtinggidankhususnyakepadamasyarakatyang

berhak mendapatkan bantuan sosialyang bersumberdarianggaran

pendapatandanbelanjadaerah.Artinyaketerbukaanpemerintahdalam

memberikaninformasiyangterkaitdenganaktivitaspengelolaansumber

dayapublikmasihkurangdapatdiaksessecaramudahdancepatoleh

masyarakat. Padahal pemerintah berkewajiban untuk memberikan

informasiyangdiperlukanbagipihak-pihakyangberkepentingan.

Berdasarkan hasilobservasiyang penelititemui,bahwa masih

kurangnya keterbukaan Dinas Sosial(Lokasi) darisegipemberian

informasiyang berkaitan dengan kuotapenerimabantuan,identifikasi

datapenerimayangbenar-benartidaktepatsasaransehinggabantuan

dapattermanfaatkandenganbaikbagipihakyangmembutuhkan,selain



itutidakadanyaintegrasiantarainformasidatacalonpenerimabantuan

yangbersumberdariDinasSosialdanKantorPossebagaipelaksana

penyaluranbantuan

Berdasarkanmasalahyangtelahdikemukakansebelumnya,maka

peneliti memformulasikan sebuah judul penelitian “ANALISIS

TRANSPARANSIDAN AKUNTABILITASBANTUAN SOSIALCOVID-19DI

DINASSOSIALKABUPATENTOJOUNA-UNA”

1.2 IdentifikasiMasalah

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran sebagaimana yang

dijelaskandiatas,makaidentifikasimasalahdalam penelitianinisebagai

berikut:

1.Tidakadanyasosialisasibantuansosialpadamasyarakat

2.Tidakadanyaketerbukaankuotapenerimabantuansosial

3.Masihterdapatsebagianbesarpenerimayangtidaktersentuhbantuan

sosial

4.Identifikasipendataanbantuansosialyangtidaktepatsasaran:

a.Masihterdaftarnyapenerimabantuanyangtelahmeninggaldunia

b.Terdapatdatagandapenerimabantuansocial

c.Adanyapenggantiandaftarpenerimatanpaadanyakonfirmasiatau

pemberitahuan

5.Tidakterintegrasinyaantarainformasidatapenerimabantuanpihak

dinassosialdankantorpossebagaipelaksanapenyaluranbantuan



1.3RumusanMasalah

Dariidentifikasimasalahyangdijelaskandiatas,makayangmenjadi

rumusanmasalahadalah:

1.BagaimanarealitasTransparansiBantuanSosialCovid-19diDinas

SosialKabupatenTojoUna-Una?

2.BagaimanarealitasAkuntabilitasBantuanSosialCovid-19 diDinas

SosialKabupatenTojoUna-Una?

1.4MaksudDanTujuanPenelitian

1.4.1 MaksudPenelitian

Adapunmaksuddiadakannyapenelitianiniadalahuntukmengetahui

realitasTransparansidanAkuntabilitasBantuanSosialCovid-19diDinas

SosialKabupatenTojoUna-Una.

1.4.2 TujuanPenelitian

Adapuntujuanpenelitianinidilakukanadalah:

1. Untuk mengetahuidan menganalisis TransparansiBantuan Sosial

Covid-19diDinasSosialKabupatenTojoUna-Una.

2. Untuk mengetahuidan menganalisis Akuntabilitas Bantuan Sosial

Covid-19diDinasSosialKabupatenTojoUna-Una.

1.5 ManfaatPenelitian

Manfaatpenelitianiniadalah:

1.ManfaatPraktisi

SebagaibahanmasukkanbagiPemerintahDinasSosialKabupaten



Tojo Una-Una mengenai Transparansi Dan Akuntabilitas untuk

Masyarakat.

2.ManfaatTeoritis

a.Bagipeneliti

Hasilpenelitianinisebagaibahanperbandinganantarateoriyang

didapatkan dan pemahaman sehingga dapat menambah

pengetahuan.

b.BagiPenelitianSelanjutnya

Hasilpenelitianinidapatmenjadirujukan,sumberinformasidan

bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih

dikembangkandalam materi-materiyanglainnya.



BABII

KAJIANPUSTAKA,PENELITIANTERDAHULU

DANKERANGKAPEMIKIRAN

2.1 KajianPustaka

2.1.1PengertianAkuntansi

Akuntansiialah prosespengidentifikasi,pengesahan,pengukuran,

pengakuan,pengklarifikasian,penggabungan,peringkasan,sertapenyajian

informasikeuangan dasar(bahan oleh akuntansi)yang terjalin dari

kejadian-kejadian,transaksi-transaksi,ataupunaktivitasoperasisuatuunit

organisasidengan cara tertentu guna menghasilkan informasiyang

relevanuntukpihakyangberkepentingan(Suwardjono2014).

AkuntansimenurutSumarsan(2017:1)merupakansuatuseniguna

mengumpulkan,mengenali,mengklasifikasikan,mencatattransaksi,dan

peristiwa yang berhubungan dengan keuangan, sehingga bisa

menghasilkandatakeuanganataupunsuatulaporankeuanganyangbisa

digunakanolehpihak-pihakyangberkepentingan.

SedangkanmenurutPaulGradiseorangpakarakuntansi,akuntansi

semacam utilitasinformasisecarasistematis,bisadipercayasertaorginal

dalam mengklasifikasi, mencatat, memproses, menganalisa, dan

menginterpretasi segala transaksi serta peristiwa dan kepribadian

keuangan yang terjalin didalam aktivitas operasionalindustriselaku

pertanggungjawabanataskinerjadariorganisasitersebut.



MenurutWalter(2012)akuntansiialah suatu sistem data,yang

mengukurkegiatanbisnis,memprosesinformasimenjadilaporanserta

mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan yang

hendakmembuatkeputusanyangbisamempengaruhikegiatanbisnis.

2.1.1.1 AkuntansiSektorPublik

Akuntansisektorpublikpada awalnya merupakan kegiatan yang

terkhusus darisuatu profesiyang relatifkecil.Akan tetapi,saatini

akuntansisektorpubliksedangmengalamiprosesuntukmenjadidisiplin

ilmu yang lebih dibutuhkan dan bermakna keberadaannya.Akuntansi

sektorpublikmemilikikaitanyangeratdenganpenerapandanperlakuan

akuntansipadadomainpublik.

Istilah“sektorpublik”sendirimemilikibanyakarti.Halinimerupakan

akibatdaripengguna publik yang luas,sehingga setiap disiplin ilmu

(ekonomi,ilmu politik,hukum dan sosiologi)memilikiperspektifdan

tujuanyangberbeda.Darisudutpandangekonomi,sektorpublikdapat

dipahamisebagaisuatuentitasyangkegiatannyaberkaitandenganupaya

menghasilkanbarangdanjasapublikuntukmemenuhikebutuhandanhak

publik.

2.1.1.2SifatdanKarakteristikAkuntansiSektorPublik

Akuntansiadalahkegiatanyang bertujuan.Tujuandariakuntansi

adalahuntukmencapaihasiltertentudanhasiltersebutharusbermanfaat.

Akuntansidigunakanuntuktujuanyangberbedadisektorswastadan

publik.Dalam beberapa hal,akuntansisektor publik berbeda dari



akuntansisektorswasta,danperbedaansifatdankarakteristikakuntansi

disebabkanolehperbedaanlingkunganyangmempengaruhi.

Organisasisektorpublikbergerakdalam lingkunganyangsangat

kompleks dan turbulence.Komponen lingkungan yang memengaruhi

organisasisektorpublik meliputifaktorekonomi,politik,kultur,dan

demografi.

1.Faktorekonomi

Faktorekonomiyangmemengaruhiorganisasisektorpublikantara

lain:

a.Pertumbuhanekonomi

b.Tingkatinflasi

c.Nilaitukarmatauang

2.Faktorpolitik

Faktorpolitikyangmemengaruhiorganisasisektorpublikantaralain:

a.Hubungannegaradanmasyarakat

b.Legitimasipemerintah

c.Kelembagaan

3.Faktorkultural

Faktorkulturalyangmemengaruhiorganisasisektorpublikantaralain:

a.Keragamansuku,ras,agama,bahasa,danbudaya

b.Sistem nilaidimasyarakat

c.Karakteristikmasyarakat

4.Faktordemografi



Faktordemografiyangmemengaruhiorganisasisektorpublikantara

lain:

a.Pertumbuhanpenduduk

b.Strukturusiapenduduk

c.Tingkatkesehatan

2.1.1.3TujuanAkuntansiSektorPublik

American Accounting association (1970) dalam Glynn (1993)

menyatakanbahwatujuanakuntansipadaorganisasisektorpublicadalah

untuk:

1. Memberikaninformasiyangdiperlukanuntukmengelolasecaratepat,

efesien,danekonomiatassuatuoperasidanalokasisumberdaya

yang dipercayakan kepada organisasi.Tujuan initerkaitdengan

pengendalianmanajemen(managementcontrol).

2. Memberikan informasiyang memungkinkan bagimanajeruntuk

melaporkanpelaksanaantanggungjawabmengelolasecaratepatdan

efektifatasprogram danpenggunaansumberdayayangmenjadi

wewenangnya;danmemungkinkanbagipegawaipemerintahuntuk

melaporkan kepada publik atas hasiloperasipemerintah dan

penggunaan dana publik.Tujuan initerkaitdengan akuntabilitas

(accountability).

Akuntansisektor publik terkait dengan tiga halpokok,yaitu

penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas.



Akuntansisektorpublikmerupakanalatinformasibaikbagipemerintah

sebagaimanajemenmaupunalatinformasibagipublik.Bagipemerintah,

informasiakuntansidigunakandalam prosespengendalianmanajemen

mulaidariperencanaan stratejik,pembuatan program,penganggaran,

evaluasikinerja,danpelaporankinerja.Informasiakuntansibermanfaat

untukpengambilankeputusan,terutamauntukmembantumanajerdalam

melakukan alokasisumberdaya.Informasiakuntansidapatdigunakan

untuk menentukan biaya suatu program,proyek,atau aktivitas serta

kelayakannyabaiksecaraekonomismaupunteknis.Denganinformasi

akuntansi,pemerintah dapatmenentukan biaya pelayanan (costof

services)yangdiberikankepadapublik,menetapkanbiayastandar,dan

harga yang akan dibebankan kepada public atas suatu pelayanan

(chargingforsevices).

Selainitu,informasiakuntansidapatdigunakanuntukmembantu

dalam pemilihanprogram yangefektifdanekonomissertauntukpenilaian

investasi.Pemilihanprogram yangtepatsasaran,efektif,danekonomis

akansangatmembantudalam prosespenganggaran.Padasektorpublic,

penganggaran merupakan tahap yang membutuhkan keahlian khusus

karena penganggaran sektorpublik merupakan proses politik,selain

pemahaman teknis akuntansi,pengelola sektorpublik juga dituntut

memiliki keterampilan politik. Untuk mengukur kinerja,pemerintah

membutuhkaninformasiakuntansi,terutamauntukmenentukanindikator

kinerja sebagaidasarpenilaian kinerja.Jika indikatorkinerja tidak



mencukupi,manajemenakankesulitanmengukurkinerja.Indikatorkinerja

inibisaberupakeuanganataunon-keuangan.publik.

Pada tahap akhir proses pengendalian manajemen,diperlukan

perlakuanakuntansidalam penyusunanlaporankeuangansektorpublik,

antaralainlaporansurplus/deficityangdisampaikankepadapemerintah,

laporanlabarugidanaruskaskeBUMN/BUMD,laporanpelaksanaan

anggaran,danlaporanrealisasianggaransumberdanadanasetdistribusi

neraca.Pelaporankeuangansektorpublikmerupakanbagianpentingdari

akuntabilitaspublik.Akuntabilitaspublikseharusnyatidakhanyadipahami

sebagaiakuntansikeuangan,tetapijugasebagaiakuntabilitasnilaimata

uang,akuntabilitasmanajemen,akuntabilitashukum danakuntabilitas

publik.

2.1.2PengertianTransparansi

Transparansiberasaldarikatatransparentyangmemilikiartijelas,

nyatadanbersifatterbuka.Istilahtransparansidapatdiartikansebagai

kejelasanatauketerbukaaninformasi.Transparansiadalahprinsipyang

menjaminaksesataukebebasanbagisetiaporanguntukmemperoleh

informasitentangpenyelenggaraanpemerintahan,yakniinformasitentang

kebijakan,prosespembuatandanpelaksanaannya,sertahasil-hasilyang

dicapai(LoinaLaloloKrinaP,2003).

Menurut Andrianto (2007), transparansi publik adalah suatu

keterbukaansecarasungguh-sungguh,menyeluruh,danmemberitempat

bagipartisipasiaktifdariseluruh lapisan masyarakatdalam proses



pengelolaansumberdayapublik.Setiapkebijakanyangdikeluarkanoleh

penyelenggara harus dapatdiakses secara terbuka dengan memberi

ruang yang cukup bagimasyarakatuntuk berpartisipasisecara luas

didalamnya.

Transparansiadalahsuatuhalyangtidakadamaksudtersembunyidi

dalamnya,disertaidengan ketersediaan informasiyang lengkap yang

diperlukan untukkolaborasi,kerjasama,dan bersifatbebas,jelasdan

terbuka.

Menurut Hari Sabarno (2007:38) dalam Syahriyatul bahwa

“Transparansiadalah salah satu aspek mendasarbagiterwujudnya

penyelenggaraan pemerintah yang baik”.Transparansimenjadisangat

pentingbagipelaksanaanfungsi-fungsipemerintahdalam menjalankan

mandatedarirakyat.Mengingatpemerintahsaatmemilikikewenangan

mengambilberbagaikeputusan penting yang berdampak pada orang

banyak,pemerintahharusmenyediakaninformasiyanglengkapmengenai

apa yang dikerjakan.Dengan transparansi,kebohongan sulit untuk

disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument

penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari

perbuatankorupsi.

Transparansiinformasikeuangandanfisikharusdilakukandalam

bentukyangrelevan,dandapatdicapaidengankewenanganyangjelas,

keterbukaan imformasi kepada publik, pengungkapan proses

penganggaran,danpihakindependenyangmenjaminintegritasinformasi,



dandeskripsinya.(Mardiasmo2009).

SedangkanmenurutPeraturanPemerintahNomor24Tahun2005

menjelaskanbahwatransparanadalahmemberikaninformasikeuangan

yang terbukadanjujurkepadamasyarakatberdasarkanpertimbangan

bahwamasyarakatmemilikihakuntukmengetahuisecaraterbukadan

menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada

Perundang-undangan.Transparansimerupakanpelaksanaantugasdan

kegiatan yang bersifatterbuka bagimasyarakatmulaidariproses

kebijakan,perencanaan,pelaksanaan,pengawasandanpengendalianyang

mudahdiaksesolehsemuapihakyangmembutuhkaninformasitersebut.

Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam

memberikaninformasiyangterkaitdenganaktifitaspengelolaansumber

dayapublikkepadapihak-pihakyang menjadipemangku kepentingan.

Transparansidibangunatasdasarharusinformasiyangbebas.Seluruh

proses pemerintahan,lembaga-lembaga dan informasiperlu dapat

diaksesolehpihak-pihakyangberkepentingandaninformasiyangtersedia

harusmemadaiagardapatdimengertidandipantau.

2.1.2.1 ManfaatTransparansi

Beberapa manfaatpenting dengan adanya transparansianggaran

menurut(Andrianto,2007),yaitu:

1.Meminimalisirterjadinyakorupsi;

2.Lebihmudahmengidentifikasikelemahandankekuatankebijakan;



3.Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat

akanlebihmampumengukurkinerjapemerintah;

4.Meningkatkankepercayaanterhadapkomitmenpemerintahuntuk

memutuskankebijakantertentu;

5.Menguatkan kohesisosial,karena kepercayaan publikterhadap

pemerintahakanterbentuk;

Transparansimenjadisangatpentingbagipelaksanaanfungsi-fungsi

pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat

pemerintahsaatmemilikikewenanganmengambilberbagaikeputusan

penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus

menyediakaninformasiyanglengkapmengenaiapayangdikerjakannya.

Dengan demikian,transparansimejadiinstrumen penting yang dapat

menyelamatkan uang rakyatdaripenyalahgunaan uang yang bukan

menjadikewenangannya.

2.1.2.2 JenisTransparansi

Bushman,Piotroski,danSmith(2003:76)menjelaskanadaduajenis

transparansiperusahaan,yaitu:

1.TransparansiKeuangan

Transparansi keuangan disusun bersumber pada keseriusan

pelaporan industri,waktu pelaporan,jumlah analisis,serta media

penyebarannya.Ukuran yang digunakan dalam transparansikeuangan



pemerintah ialah transparansiproses,transparansi kejujuran serta

transparansihukum dantransparansikebijakan

2.TransparansiPemerintah

Sebaliknyatransparansipemerintahadalahmemberikanimformasi

yang jelas tentang prosedur,biaya,dan tanggung jawab,sehingga

memudahkan akses informasi.Ruang lingkup prosedurcukup untuk

sistem informasimanajemen pemerintah,proseduradministrasi,dan

komunikasi publik. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah

transparansikeuanganorganisasisektorpublik.

Adapun langkah-langkah agartransparansimenjadiefisien dalam

pelaksanaanyauntukdiimplementasikan,yaitusebagaiberikut:

1.Sumber-sumberyang diperoleh dan yang digunakan menunjukkan

bahwasudahsesuaidengananggaranyanglegalsertamenunjukkan

ketaatanterhadapketentuanperaturanperundang-undangan.

2.Sumber-sumber, alokasi serta penggunaan sumber-sumber

merupakanstatusdarisumberanggarankeuangan.

3.Pemerintah menunjukkan bagaimana unit-unitnya membelanjakan

aktivitasnyasertamemenuhikewajibandankomitmennya.

4.PemerintahMenyediakaninformasiuntukmengevaluasikemampuan

unit-unitnyauntukmembelanjaiaktifitassertamemenuhikewajiban

dankomitmennya

5.Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

keuangan pemerintah,untukmenetapkan,apakah posisikeuangan



pemerintahmembaikataumemburuk

6.Pemerintahtelahmenyedikaninformasiuntukmenetapkanbagaimana

pemerintahberoperasimemberikankontribusikepadakemakmuran

rakyatpadamasasekarangmaupundimasaakandatang

7.Pemerintahmenyediakaninformasiuntukmengevaluasikinerjaunit-

unitpemerintahdarisegibiayapelayanan,efisiensidanpencapaian

aktivitas.

8.Mengevaluasi serta menyediakan informasi yang efisiensi dan

efektivitasmanajemenpemerintahatasasetdankewajibannya.

9.Mengungkapkan kontraktual atas sumber-sumber dan resiko

kehilanganpotensialdarisumber-sumber.

10.Pemerintah memberikan informasiuntuk memahamisifat,ruang

lingkupdanluaskegiatanekonomidankeuangan.

Menurut Smith (2004:66) dalam Arifin Tahir (2011:164),proses

transparansiadalahsebagaiberikut:

a. PersyaratanStandarProsedur.

Proses pembuatan peraturan harus melibatkan dan memperhatikan

masyarakat.

b. ProsesKonsultasi

Adanyapercakapandiantaramasyarakatdanpemerintah.

c.PermohonanIzin

Gunamenghindariterjadinyakorupsiharustransparan.

2.1.2.3 KarakteristikTransparansi



Transparansi memiliki tiga karakteristik,Mardiasmo (2009:19)

mengemukakan karakteristik tersebut yaitu Informatif (Informative),

Keterbukaan (Openness),Pengungkapan (Disclosure).Berikutadalah

penjelasandarikarakteristiktransparansi:

1.Informatif(Informative)

Pemberianinformasi,berita,penjelasanmekanisme,prosedur,data,fakta

kepadapemipimpinyangmembutuhkaninformasisecarajelasdanakurat.

a.Tepatwaktu

Laporan keuangan harusdisajikan tepatwaktu agardapatdigunakan

sebagaidasarpengambilankeputusanuntukmenghindaritertundanya,

pengambilankeputusantersebut.

b.Memadai

Penyajianlaporankeuanganharusharusmemadaisesuaidenganprinsip

akuntansiyangberlakudiIndonesia.

c.Jelas

Informasiharusjelasagartidakmenimbulkankesalahpahaman.

d.Akurat

Informasiharusakuratagartidakmenyesatkanuntukpenggunayang

akan menerima informasidan yang akan memanfaatkan informasi

tersebut.

e.Dapatdiperbandingkan

Alangkahbaiknyalaporankeuangandapatdibandingkanantarperiode

waktudenganinstansiyangsejenis.



f.Mudahdiakses

Informasiharusmudahdiaksesolehpihakmanapun.

2.Keterbukaan(Openness)Keterbukaaninformasipublikmemberihak

kepada setiap orang untuk bisa memperoleh informasidan bisa

mengaksessetiapinformasiyangadadibadanpublik,danmenegaskan

bahwasetiapinformasipublikituharusbersifatterbuka.

3.Pengungkapan(Disclosure)Pengungkapanatasaktifitasdankinerja

finansialkepadamasyarakatataupublik(stakeholders).

a.Kondisikeuangan

Suatutampilansecarautuhataskeuanganorganisasiselamaperiodeatas

kurunwaktutertentu.

b.Susunanpengurus

Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja serta

menunjukkankegiatanyangberbedaseseuaidenganfungsi.

c.Bentukperencanaandanhasiltindakandarikegiatan

harussesuaidenganserangkaian tindakan untukmencapaihasilyang

diinginkan.

2.1.2.4 IndikatorTransparansi

Menurut Krina (2003:17) indikator-indikator daritransparansi

adalahsebagaiberikut:

1.Penyediaaninformasiyangjelas.



2.Kemudahanaksesinformasi.

3.Menyusunsuatumekanismepengaduanjikaadaperaturanyang

dilanggarataupermintaanuntukmembayaruangsuap.

4.Meningkatkan arus informasimelaluikerjasama dengan media

massadanlembaganonpemerintah.

Dengan adanya indikator-indikatordiatas dapatkita lihatbahwa

transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk

menjembatanikebutuhanmasyarakattentangkeingintahuanmasyarakat

terhadapjalannyapemerintahandidaerahmerekasendiri.

Dalam Krina (2003:16-17) menyebutkan ada beberapa alatukur

transparansiyaitu:

1)Publikasikebijakan publikmelaluialat-alatkomunikasi:annual

reports,brosur,leaflet,pusatinformasi,teleponbebaspulsa,liputan

media,iklan layanan masyarakat,website,papan pengumuman,

koranlokal.

2)Informasiyang disajikan :acuan pelayanan,perawatan data,

laporankegiatanpublik,prosedurkeluhan.

3)Penanganankeluhan:berita-beritakotadimediamassadanlokal,

noticeofrespon,limitwakturespon,opinionpools&surveytentang

isu-isukebijakanpublik,komentar&catatanuntukdraftkebijakan&

peraturan,serviceuserssurveys.

4)Institusidanorganisasidaerah:Bawasda,kantorPMD/BPM,kantor

Humas,dinasKominfo,Forum LintasPelaku.



5)Pertemuanmasyarakat

6)Mimbarrakyat.

MelaluipenjelasanKrinadiatasdapatdipahamibahwaseharusnya

pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan darimasyarakat

tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara

mentranparansikan laporanlaporan kegiatan yang telah dilakukan oleh

pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat

mengetahuiaspirasimasyarakatdengan menyediakan alat-alatbagi

masyarakatsehingga masyarakatdapatikutmengontrolberjalannya

pemerintahdesanyasendiri

2.1.2.5 Prinsip-prinsipTransparansi

HumanitarianForum Indonesia(HFI)mengemukakanbahwaterdapat

6prinsiptransparansi,yaitu:

1.Dengan adanya informasi memudahahkan masyarakat untuk

memahamidanmengakses(dana,carapelaksanaan,danbentuk

bantuanatauprogram).

2.Adanyapublikasidanmediamengenaiproseskegiatandandetail

keuangan.

3.Adanyalaporanberkalamengenaipendayagunaansumberdaya

alam perkembanganproyekyangdapatdiaksesolehumum

4.Laporantahunan

5.Websiteataumediapublikasiorganisasi

6.Pedomandalam penyebaraninformasi



Mustopa Didjaja (2003 :261),prinsip transparansitidak hanya

berhubungandenganhal-halyangmenyangkutkeuangan,transparansi

pemerintahdalam perencanaanjugameliputi5(lima)halsebagaiberikut:

1.Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut

memberikanpendapatnya

2.Keterbukaaninformasiyangberhubungandengandokumenyang

perludiketahuiolehmasyarakat.

3.Keterbukaan prosedur(pengambilan keputusan atau prosedur

penyusunanrencana)

4.Keterbukaanregisteryangberisifaktahukum.

2.1.2.6 TujuanTransparansi

Tujuan daritransparansiuntuk membangun rasa saling percaya

antarapemerintahdenganpublik,dimanapemerintahharusmemberikan

informasiyangakuratbagipublikyangmembutuhkan.

Mardiasmo dalam Simson Werinom mengemukakan,bahwatujuan

Transparansidalam menyusunanggaranterdapat5kriteria,yaitu:

a.Tersedianyapengumumankebijakananggaran

b.Tersedianyadokumenanggarandanmudahdiakses

c.Tersedianyalaporanpertanggungjawabanyangtepatwaktu

d.Terakomodasinyausulan/suararakyat

e.Tersedianyasistem pemberianinformasikepadapublik

Sedangkan menurutWarren Bennis mengemukakan bahwa tujuan

Transparansi,yaitumenciptakanketerbukaankepadamasyarakatdalam



setiapprogram ataukegiatanyangdilaksanakan,mengaksesinformasi,

meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan

pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar

masyarakatbelajardanmelembagakansikapbertanggungjawabserta

tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang

dilaksanakan.

Darikeduapendapatdiatasmakadapatdisimpulkanbahwatujuan

daritransparansiialah,mengetahuiprosesataualurdalam mengelola

anggaranbansos,dengandemikianmakaakantimbulkepercayaandan

kerjasamayangbaikantarapemangkukepentingandantim pengelola

anggaranbansoskarenaadanyapenerapanprinsipTransparansiyang

baikdalam pengelolaandanaBantuanSosial.

2.1.3PengertianAkuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu

Accountabilityyang berartipertanggung jawaban atau keadaan untuk

dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung

jawaban.Akuntabilitasberfungsisebagaikomponenpenggerakjalannya

kegiatanperusahaan,sesuaidengantugasdankewenangannyamasing-

masing.Akuntabilitasdapatjugadiartikansebagaikewajiban-kewajiban

dariindividuindividuataupenguasayangdipercayakanuntukmengelola

sumber-sumberdaya publikdan yang bersangkutan dengannya untuk

dapatmenjawab hal-halyang menyangkutpertanggung jawabannya.

Akuntabilitas tertkaiteratdengan instrumentuntuk kegiatan control



terutama dalam halpencapaian hasilpada pelayanan publik dan

menyampaikansecaratransparankepadamasyarakat.

MenurutDubnick,akuntabilitaspubliksecaratradisionaldipahami

sebagaialatyangdigunakanuntukmengawasidanmengarahkanperilaku

administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat

memberikanjawabankepadasejumlahotoritaseksternal.LebihlanjutSri

Minartimenjelaskanbahwa,Akuntabilitasadalahkondisiseseorangyang

dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam

menyelesaikan tugas untuk mencapaitujuan yang menjaditanggung

jawabnya.Sedangkan menurutMckinsey dan Howard dalam Fierda

menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana

seseorangyangmemilikidanmenggunakankewenangantertentuyang

dapatdikendalikan,danpadakenyataanyamemangterbatasiolehruang

lingkuppenggunaankekuasaanolehinstrumenpengendalianeksternal,

termasuk sistem nilaiinternal yang berlaku dalam institusiyang

bersangkutan.

MenurutLembaga AdministrasiNegara dan Bada Pengawasan

Keuangan dan Pemerintahan RI,akuntabilitasadalah kewajiban untuk

memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan

kinerjadantindakanseorang/pimpinansuatuunitorganisasikepadapihak

yangmemilikihakatauyangberwenangmemintapertanggungjawaban.

Akuntabilitasdapatberartipemberianinformasidanpengungkapanatas

aktifitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku



kepentingan,sehinggahakparapemangkukepentinganyaitu,hakuntuk

mengetahui,hakdiberiinformasi,danhakuntukdidengaraspirasinya

dapatdipenuhi.Akuntabilitassebagaisalahsatuprinsipgoodgovernance

berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan ataskeputusan dan

hasilyangdicapai,sesuaidenganwewenangyangdilimpahkandalam

pelaksanaantanggungjawabmengelolaorganisasi.

MenurutDarisedalam Afrilianti(2017:13)menjelaskanakuntabilitas

adalahsuatuperwujudankewajibanseseorangatausatuankerjauntuk

mempertanggungjawabkanpengelolaandanpengendaliansumberdaya

danpelaksanaankebijakanyangdipercayakankepadanyadalam rangka

pencapaiantujuanyangtelahditetapkan.

MenurutSyahriyatul(2017:8)akuntabilitasadalahmempertanggung

jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang

dipercayakankepadaentitaspelaporandalam mencapaitujuanyangtelah

ditetapkansecaraperiodik.

Daripemaparanparaahlidiatasmakadapatdisimpulkanbahwa

penerapanprinsip akuntabilitasdalam mengeloladanabansosadalah

sebuahpertanggungjawabanyangharusdipertanggungjawabkanatas

penerimaandanabantuan,denganmaksuddantujuanuntukmengetahui

akanadanyaprosespenyusunanprogram,pelaksanaan,sertapelaporan

danabantuantersebut,denganadanyahasilakuntabilitas/pertanggung

jawabanlaporanyangbaikmakapelaksanaankebijakanyagdipercayakan

kepada entitas pelaporan /tim pengelola keuangan dapatdikatakan



berhasildalam menjalankantugasnya.

2.1.3.1 ManfaatAkuntabilitas

Upayaprinsip akuntabilitaspadasuatuorganisasidimaksudkan

untuk:

a.Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakatterhadap

organisasi

b.Mendorongterciptanyatransparansidalam organisasi

c.Mendorongpartisipasimasyarakat

d.Mendorongpengembangansystem penilaianyangwajarmelalui

pengembanganpengukurankinerja

e.Menjadikanorganisasilebihdapatberoperasisecaraefisien,efektif,

danekonomisterhadapaspirasimasyarakatdanlingkungannya

f. Mendorongterciptanyaiklim kerjayangsehatdankondusifserta

peningkatandisiplin

g.Mendorongpeningkatankualitaspelayanankepadamasyarakat.

2.1.3.2 Jenis-jenisAkuntabilitas

Akuntabilitasdapathidupdanberkembangdalam lingkungandan

suasanayangtransparandandemokratissertaadanyakebebasandalam

mengemukakanpendapat.Maknapentingnyaakuntabilitassebagaiunsur

utama good governance antara lain tercermin dariberbagaikategori

akuntabilitas.

Schedlerdanplano(ManggaukangRaba2006:10)membedakan

adalimajenisakuntabilitas,yaitu:



a.Akuntabilitasfisikal-tanggungjawabatasdanapublic.

b.Akuntabilitaslegal-tanggungjawabuntukmematuhihokum.

c.Akuntabilitas program-tanggungjawab untuk menjalankan suatu

program.

d.Akuntabilitasproses-tanggungjawabuntukmelaksanakanprosedur.

e.AkuntabilitasOutcome-tanggungjawabatashasil.

Sheila Elwood (Manggaukang Raba 2006:35)mengemukakan ada

empatjenisakuntabilitas,yaitu:

a.Akuntabilitashukum danperaturan,yaituakuntabilitasyangterkait

denganjaminanadanyakepatuhanterhadaphukum danperaturanlain

yang diisyaratkan dalam penggunaan sumberdana publik.Untuk

menjamindijalankannyajenisakuntabilitasiniperludilakukanaudit

kepatuhan.

b.Akuntabilitasproses,yaituakuntabilitasyangterkaitdenganprosedur

yangdigunakandalam melaksanakantugasapakahsudahcukupbaik.

Jenisakuntabilitasinidapatdiwujudkanmelaluipemberianpelayanan

yangcepat,responsif,danmurahbiaya.

c.Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan

perimbanganapakahtujuanyangditetapkandapatdicapaidenganbaik,

atauapakahpemerintahdaerahtelahmempertimbangkanalternatif

program yangdapatmemberikanhasiloptimaldenganbiayayang

minimal.

d.Akuntabilitas kebijakan,yaitu akuntabilitas yang terkait dengan



pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam terhadap DPRD

sebagailegislatifdan masyarakatluas.Iniartinya,perlu adanya

transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan

penilaiandanpengawasansertaterlibatdalam pengambilankeputusan.

Berbeda halnya dengan Yango dalam Manggaukang Raba yang

menyatakanada4jenisakuntabilitas,diantaranyayaitu:

a.Traditionalatauregulatoryaccountability.Dimaksudkanbahwauntuk

mempertahankantingkatefisiensipelaksanaan administrasipublik

yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima,maka perlu

akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular untuk

mendapatkaninformasimengenaikepatuhanpadaperaturanyang

berlakuterutamayangterkaitdenganaturanfisikaldanperaturan

pelaksanaan administrasi publik disebut juga compliance

accountability.

b.ManagerialAccountability,yang menititberatkan padaefisiensidan

kehematanpenggunaandana,hartakekayaan,sumberdayamanusia,

dansumber-sumberdayalainnya.

c.Program accountability,memfokuskanpadapenciptaanhasiloperasi

pemerintah.Untuk itu,semua pegawaipemerintah harus dapat

menjawabpertanyaandisekitarpenyampaiantujuanpemerintah,bukan

sekedarketaatanpadaperaturanyangberlaku.

d.Process accountability,memfokuskan kepada informasimengenai

tingkatpencapaiankesejahteraansosialataspelaksanaankebijakan



dan aktivitasaktivitas organisasi,sebab rakyat yang nota bene

pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk

menolak kebijakan pemerintah yang nyatanya sudah merugikan

mereka.

Dari berbagai jenis akuntabilitas yang telah dipaparkan,maka

penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam akuntabilitas proses

menurutSheilaElwood,yaituakuntabilitasyangterkaitdenganprosedur

yangdigunakandalam menjalankantugasapakahsudahcukupbaik.Hal

inidapatdiwujudkan melaluipenyelenggaraan pelayanan yang cepat,

responsifdanmudah.

2.1.3.3 IndikatorAkuntabilitas

David Halmerdan MarkTurner(Manggaukang Raba 2006:115)

mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang

kompleksdanmemilikibeberapainstrumenuntukmengukurnya,yaitu

adanyaindikatorseperti:

a.Legitimasibagiparapembuatkebijakan.

b.Keberadaankualitasmoralyangmemadai.

c.Kepekaan.

d.Keterbukaan.

e.Pemanfaatansumberdayasecaraoptimal.

f. Upayapeningkatanefisiensidanefektivitas.

ManggaukangRaba,untukmengukurakuntabilitaspenyelenggaraan



pelayananpublikdalam penelitiandilihatmelaluiindikator-indikatorkinerja

yangmeliputi:

a.Adanyakepatuhanterhadapprosedur.

b.Adanyapelayananpublikyangmurahbiaya.

c.Adanyakepatuhanterhadapstandarwaktu.

d.Adanyapelayananpublikyangresponsive.

Menurut Dadang Solihin (2007:138) indikator minimum

akuntabilitasialah:

a.Adanyakesesuainantarapelaksanaandenganstandarprosedur

pelaksanaan.

b.Adanyasanksiyangditetapkanataskesalahanataukelalaian

dalam pelaksanaankegiatan.

c.Adanyaoutputdanoutcomeyangterukur

Adapunperangkatindikatoryaitusebagaiberikut:

a.Adanyastandartoperatingproceduredalam.

b.Penyelenggaraanurusanpemerintahan.

c.Penyelenggaraankewenangan/pelaksanaankebijakan.

d.Mekanismepertanggungjawaban.

e.Laporantahunan.

f. Laporanpertanggungjawaban.

g.Sistem pemantapankinerjapenyelenggaraanNegara.

h.Sistem pengawasan.

i. Mekanismerewarddanpunishment.



2.1.3.4 PrinsipAkuntabilitas

LANdanBPKP(2000)Pelaksanaanakuntabilitasdilingkunganinstansi

pemerintah,dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai

berikut:

1.Harusadakomitmendaripimpinandanseluruhstafinstansiuntuk

melakukanpengelolaanpelaksanaanmisiagarakuntabel.

2.Merupakansuatusistem yangdapatmenjaminpenggunaansumber

dayasecarakonsistendenganperaturanperundang-undanganyang

berlaku.

3.Harusdapatmenunjukkantingkatpencapaiantujuandansasaranyang

telahditetapkan.

4.Harusberorientasipadapencapaianvisidanmisisertahasilyang

bermanfaatyangdiperoleh.

5.Harus jujur,objektif,transparan dan inovatif sebagaikatalisator

perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk

pemutakhiranmetodedanteknikpengukurankinerjadanpenyusunan

laporanakuntabilitas.

Akuntabilitaspublikyangharusdilakukanolehorganisasisektorpublik

terdiridaribeberapa bagian.Mahmudi(2013)menjelaskan ada lima

bagianakuntabilitasyangharusdipenuhiolehorganisasisektorpublik,

yaitu:

1.Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (accountabilityforprobityand

legality).Akuntabilitashukum dankejujuranmerupakanakuntabilitas



lembaga-lembaga publik agarberperilaku jujurdalam bekerja dan

mentaatiketentuan hukum yang berlaku.Penggunaan dana publik

harusdilakukansecarabenardantelahmendapatkanotorisasi.

2.Akuntabilitas Manajerial(managerialaccountability).Akuntabilitas

manajerialmerupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk

melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja

(performance accountability).Inefisiensiorganisasipublik adalah

menjaditanggungjawablembagayangbersangkutandantidakboleh

dibebankankepadaklienataucostumernya.

3.AkuntabilitasProgram (program accountability).Akuntabilitasprogram

berkaitandenganpertimbanganapakahtujuanyangditetapkandapat

dicapaiatautidak,danapakahorganisasitelahmempertimbangkan

alternatifprogram yangmemberikanhasilyangoptimaldenganbiaya

yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus

mempertanggungjawabkanprogram yangtelahdibuatsampaipada

pelaksanaanprogram.Dengankatalainakuntabilitasprogram berarti

bahwaprogram-program organisasihendaknyamerupakanprogram

yangbermutuyangmendukungstrategidanpencapaianmisi,visi,dan

tujuanorganisasi.

4.AkuntabilitasKebijakan(policyaccountability).Akuntabilitaskebijakan

terkaitdenganpertanggungjawabanlembagapublikataskebijakan-

kebijakan yang diambil.Lembaga-lembaga publikhendaknyadapat



mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkandampakmasadepan.Dalam membuatkebijakan

harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut,mengapa

kebijakan itu diambil,siapa sasarannya,pemangku kepentingan

(stakeholders)manayangakanterpengaruhdanmemperolehmanfaat

dandampak(negatif)ataskebijakantersebut.

5.AkuntabilitasFinansial(financialaccountability).Akuntabilitasfinansial

merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk

menggunakanuangpublik(moneypublic)secaraekonomi,efisiendan

efektif,tidakada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan

finansial.Akuntabilitasfinansialsangatpentingkarenapengelolaan

keuanganpublikakanmenjadiperhatianutamapublik.

2.1.3.5 TujuanAkuntabilitas

MenurutHerbert,Killough,danStretssWaluyo,tujuanakuntabilitas

ialahuntuk:

a.Menentukantujuanyangtepat

b.Mengembangkanstandaryangdiperlukanuntukpencapaiantujuan

yangditetapkan

c.Mengembangkanstandarorganisasidanoperasisecaraekonomis

danefisien

d.Secaraefektifmempromosikanpenerapanpemakaianstandar.

2.1.4PengertianBantuanSosial



Bantuansosialmerupakanpemberianbantuanberbentukuangatau

barangdaripemerintahwilayahkepadaindividu,keluarga,kelompokatau

masyarakatyangsifatnyatidaksecaraterusmenerussertaselektifyang

bertujuanuntukmelindungidarikemungkinanterjadinyarisikososial.

BerdasarkanPeraturanMenteriKeuanganNomor254/PMK.05/2015

tentang BelanjaBantuanSosialpadaKementerianNegara/Lembagaialah

pengeluaranberbentuktransferuang,barangataupunjasayangdiberikan

olehPemerintahkepadamasyarakatmiskinataupuntidakmampuuntuk

melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,

meningkatkankemampuanekonomiataupunkesejahteraanmasyarakat.

Pemberianbantuansosialbaikdaripihak pemerintahDaerahsebagai

pemberibantuansosialkepadamasyarakatsebagaipenerimabantuan

sosialmempunyaikewajibanuntukmempertanggungjawabkanbantuan

sosialsesuaiukurannyaberdasarkanketentuanyangberlaku.

2.1.4.1 BantuanSosialCovid-19

Bantuan sosial covid-19 merupakan bantuan yang dikucurkan

pemerintahselamapandemi,pemerintahmenerbitkanberbagaikebijakan

demimencegah dan meminimalisirdampak Covid-19 diIndonesia.

KebijakanawalyangdikeluarkanadalahPeraturanPemerintahPengganti

Undang-UndangNomor1Tahun2020,sebagaimanaditetapkandengan

UUNo.2Tahun2020(disebutUUNo.2Tahun2020).MelaluiUUtersebut,

makaada5(lima)tujuandanupayayanghendakdicapaiPemerintah

dalam penangananCovid-19,diantaranya:refocusingbelanjakesehatan,



refocusing belanja bantuan sosial,pemulihan ekonomi,mitigasikrisis

sektor keuangan,dan memperkuat wewenang lembaga di sektor

keuangan.Berbagaiprogram bantuan sosialyang dikeluarkan oleh

PemerintahPusatmaupunPemerintahDaerahadalahBantuanLangsung

TunaiDanaDesa,BansosSembako,BansosSosialTunai,Pembebasan

Biaya Listrik,Kartu Prakerja,Penambahan Peserta Program Keluarga

Harapan,danKartuSembako

2.1.4.2 SifatdanKriteriaBantuanSosial

Sifatdankriteriabantuansosialdiaturdalam BabIVPeraturanMenteri

Dalam NegeriNomor32Tahun2011perubahanterakhirdenganPeraturan

MenteriDalam NegeriNomor39Tahun2012sebagaiberikut:

1)Bantuansosialbisadiberikankepadaanggotamaupunkelompok

masyarakatoleh Pemerintah Daerah sesuaidengan kemampuan

keuangandaerah,denganmemperhatikanasaskeadilan,kepatutan,

rasionalitasdanmanfaatuntukmasyarakat.

2)Anggotamaupunkelompokmasyarakatatapunindividuyangbisa

diberikanbantuansosialyangmengalamikeadaanyangtidakstabil

akibatdarikrisissosial,ekonomi,bencana,atau fenomenaalam

sehinggadapatmemenuhikebutuhanhidupminimum danLembaga

nonpemerintahanbidangpendidikan,keagamaan,danbidanglainnya

berperanuntukmelindungiindividu,kelompokmaupunmasyarakat

darikemungkinanterjadinyaresikososial.

3)Kriteriapemberianbantuansosialsebagaiberikut:



1)Selektif,bantuansosialhanyadiberikankepadacalonpenerima

untukmelindungidarikemungkinanterjadinyaresikososial.

2)Memenuhi persyaratan penerima bantuan, harus memiliki

identitasyangjelasdanberdomisilidalam wilayah pemerintahan

daerahyangberkenaan.

3)Bersifatsementara dan tidak terus menerus,kecualidalam

keadaan tertentu dapatberkelanjutan.Dapatdiartikan bahwa

pemberianbantuansosialtidakwajibatautidakharusdiberikan

setiap tahun anggaran,terkecualidalam keadaan tertentu.

Bantuansosialdiberikansampaipenerimabantuantelahlepas

dariresikososial.

4)Sesuaitujuanpenggunaan,yaitu:

(1)Rehabilitasi sosial, ditujukan untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami

disfungsisosialagardapatmelaksanakanfungsisosialnya

secarawajar.

(2)Perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan

menanganiresikodariguncangandankerentanansosialagar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

kebutuhandasarminimal.

(3)Pemberdayaansosial,ditujukanuntukmenjadikanseseorang

ataupun kelompok masyarakatyang mengalamimasalah

socialmempunyaidayasehinggabisamemenuhikebutuhan



dasarnya.

(4)Jaminan sosial adalah rencana untuk menjamin agar

penerimamemenuhikebetuhandasarnyauntukkehidupan

yanglayak.

(5)Pengentasan kemiskinan adalah kebijakan,rencana,dan

kegiatan yang dilaksanakan bagiindividu,keluarga,dan

kelompok masyarakatyang tidak memilikiataimemiliki

sumber mata pencaharian yang tidak dapat memenuhi

kebutuhansehari-hari.

(6)Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang

ditujukanuntukpemulihan.

5)Bantuan sosialdapatberupa uang atau barang yang langsung

diterima oleh penerima bantuan sosial,yang dijelaskan sebagai

berikut:

a)Bantuansosialmoneteradalahdanayangyanglangsung

diberikankepadapenerima,sepertibeasiswauntukanak-

anakmiskin,yayasanyatim piatu,nelayanmiskin,orangtua,

orangterlantar,orangcacatberat,dansubsidikesehatan

untukanak-anakpahlawantidakmampu.

b)Bantuansosialberupakomoditasadalahkomoditasyang

langsung diberikan kepada penerima, seperti bantuan

kendaraan,kegiatanusahasekolahluarbiasa,masyarakat

miskin,bantuan perahu untuk nelayan miskin,bantuan



sandangpanganuntukanakyatim piatuatautunasosial.

2.1.4.2 SyaratPenerimaBantuanSosial

Pemerintah menetapkan sejumlah syaratbagimasyarakatyang

inginmendapatkanbantuansosialtunaitersebut.Diantaranyasebagai

berikut:

1.Calonpenerimaadalahmasyarakatyangmasukdalam pendataan

RT/RW danberadadiDesa.

2.Calonpenerimaadalahmerekayangkehilanganmatapencariandi

tengahpandemicorona.

3.Calonpenerimatidakterdaftarsebagaipenerimabantuansosial

(bansos)laindaripemerintahpusat.IniberarticalonpenerimaBLT

dariDanaDesatidakmenerimaProgram KeluargaHarapan(PKH),

KartuSembako,PaketSembako,BantuanPanganNonTunai(BPNT)

hinggaKartuPrakerja.

4.Jikacalonpenerimatidakmendapatkanbansosdariprogram lain,

tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung

menginformasikannyakeaparatdesa.

5.Jikacalonpenerimamemenuhisyarat,tetapitidakmemilikiNomor

IndukKependudukan(NIK)danKartuPenduduk(KTP),tetapbisa

mendapatbantuantanpaharusmembuatKTP lebihdulu.Tapi,

penerimaharusberdomisilididesatersebutdanmenulisalamat

lengkapnya.

6.JikapenerimasudahterdaftardanvalidmakaBSTakandiberikan



melaluitunaidannontunai.Nontunaidiberikanmelaluitransferke

rekeningbankpenerimadantunaibolehmenghubungiaparatdesa,

bankmiliknegaraataudiambillangsungdikantorposterdekat.

2.1.4.6 AnggaranBantuanSosial

Anggaranbantuansosialdiaturdalam Pasal27sampaidenganPasal

30PeraturanMenteriDalam NegeriNomor32Tahun2011telahdiganti

denganPeraturanMenteriDalam NegeriNomor39Tahun2012sebagai

berikut:

1)Anggota dan kelompok masyarakatmengajukan usulan tertulis

kepadakepaladaerah.

2)KepadaderahmenunjukSKPD terkaituntukmengevaluasiusulan

tertulisanggotadankelompokmasyarakat.

3)Penanggung jawab SKPD terkait menyampaikan hasilevaluasi

kepadapenanggungjawabKabupatendalam bentukrekomendasi

melaluikelompokAnggaranpemerintahdaerah(TAPD).

4)TAPD mempertimbangkanapakahrekomendasitersebutkonsisten

denganprioritasdaerah.

5)Usulan-usulankepalaSKPDdanTAPDmenjadibahanpertimbangan

untukdimasukkanalokasianggarandalam rancanganKUAsertaPPA.

Pencantumanalokasianggaranbansosberupabarangataupunuang

6)Bansos berupa barang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran-Satuan Kerja PerangkatDaerah (RKA-SKPD)sedangkan



Bansos beruapa uang dicantumkan dalam Rencana Kerja dan

Anggaran-PejabatPengelolaKeuanganDaerah(RKA-PPKD)menjadi

dasar daripenganggaran bansos dalam Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

7)Bansosberupauangakandianggarkandalam objekbelanjabansos,

jenisbelanjabansos,kelompokbelanjatidaklangsungdanrincian

objekbelanjaberkenaanpadaPejabatPengelolaKeuanganDaerah

(PPKD).

8)Rincian objekbelanja bansosdan objekbelanja bansosmeliputi

lembaganonpemerintahan,individu,danmasyarakat.

9)Bansos dalam kelompok belanja langsung berupa barang akan

diformulasikankedalam program maupunkegiatan,yangakandi

uraikankedalam objekbelanjabansos,jenisbelanjabarangdanjasa

danrincianobjekbelanjabansosbarangyangakandiserahkanpada

pihakketigaataumasyarakatpadaSatuanKerjaPerangkatDaerah

(SKPD).

10)Kepaladaerahmencantumkandaftarbesaranbantuansosial,nama

penerima,danalamatpenerimapadalampiranIVPeraturanKepala

DaerahtentangpenjabaranAnggaranPendapatanBelanjaDaerah

(APBD)bansoskepadakeluargaataupunindividuyangtidakdapat

direncanakansebelumnyatidaktermasuk..

2.2 PenelitianTerdahulu



Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari

perbandingan,disampingitupenelitianterdahulumembantupenelitidapat

memposisikanpenelitiansertamenunjukkanorsinalitasdaripenelitian.

Tabel2.1.

PenelitianTerdahulu

No Nama JudulPenelitian HasilPenelitian

1 Rizki

Zakariya,

2021

Optimalisasi

Akuntabilitas

pengadaanbarang

dan jasa serta

Bantuan Sosial

dalam

penanganan

dampakCovid-19

Hasilpenelitian inimenunjukan

urgensi dilakukan optimalisasi

akuntabilitas pengadaan

barang/jasa dan bantuan sosial

dalam penanganan Covid-19,

karena lonjakan positifCovid-19

yang terus berlangsung,

kerentanan korupsi dalam

penanganan dan tidak

akuntabelnya pemerintah dalam

penanganan Covid-19.Kemudian

upayayangdapatdilakukanuntuk

optimalisasi tersebut yankni

pembuatan dashboard anggran

penangadaan barang/jasa dan

batuanCovid-19danoptimalisasi

pelaporandanpengawasan.

2 Try

Wahyudin

Syam,

2021

TransparansiDana

Desa dalam

penanggulangan

wabahCovid-19di

Desa Borongtala

kecamatan

Tamalatea

Hasildaripenelitianinimenujukan

bahwakesediaandanaksesibilitas

dokumen pengelolaan BLT-DD,

masyarakatbelum mendapatkan

akses untuk memperoleh

informasi terkait point-point

pentingdalam pengelolaanBLT-DD

karenaadanyaketerwakilanketua-

ketuaRTdalam penyusunanBLT-

DD.

3 Mufida,

2020

Polemik

pemberian

Banyaknya kebijakan yang

dikeluarkan terkaitdengan jenis



bantuan sosialdi

tengah pandemic

covid-19

bantuan sosial menyebabkan

kebingungandankekisruhan

2.3 KerangkaPemikiran

Dariuraian latarbelakang masalah yang dikemukakan padabab

sebelumnya,maka dariitu penulis mengembangkan suatu pemikiran

tentangAnalisisTransparansidanAkuntabilitasBantuanSosialCovid-19

di“DinasSosialKabupatenTojoUna-Una”kedalam suatubagankerangka

pemikiransebagaiberikut:
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BAB III

OBJEKDANMETODEPENELITIAN

3.1 ObjekPenelitian

Berdasarkanpermasalahanyangtelahditetapkansebelumnya,maka

yangmenjadiobjekpenelitianadalahDinasSosialKabupatenTojoUna-

Una,denganbeberapapertimbangansepertilokasidatatersebutdapat

memberikaninformasiyanglengkaptentangmasalahyangditeliti,data

yang dibutuhkan cukup,lokasiyang nyaman,dan cukup mendukung

penelitidarisegiwaktu,biayamaupuntenaga.

3.2 MetodePenelitian

3.2.1MetodeYangDigunakan

Sugiyono(2012:58)Metodepenelitianmerupakansuatucaraatau

teknik yang membantu penelititentang urutan bagaimana penelitian

dilakukan.MetodepenelitianyangdilakukanpenulisDalam penelitianini

bersifat deskriptif dan kualitatif.Metode deskriptif adalah metode

mempelajarikeadaan saatinidarisekelompokmanusia,suatu objek,

seperangkatkondisi,sistem pemikiran,ataujenisperistiwa.

3.2.2DesainPenelitian

Desainpenelitianadalahrancanganmengenaicaramengumpulkan

danmenganalisisdataagardapatdilaksanakansecaraekonomisserta

sesuaidengan tujuan penelitian.Desain penelitian inibertujuan untuk

memberipemikiranyanglebihjelaskepadaperisetdalam melaksanakan



riset dan dapat memastikan batas dasar riset serta membagikan

gambaranyangjelasmengenaiapayangwajibdicobaterkaitseluruh

perihalyanghendakdihadapi.

3.2.3OperasionalVariabel

Operasionaladalahunsurpenelitianyangmenunjukanbagaimana

cara mengukurvariabelatau bisa juga didefinisikan sebagaicara

mengukurvariabelataubagaimanapetunjukpelaksanaannya.

Operasionaladalahsuatudefinisiyangmemberikansuatuvariable

ataukonstrakdengancaramemberikanartiataumendefinisikankegiatan,

ataumemberisuatuoperasionalyangdiperlukanuntukmengukurvariable

tersebut,prinsip yang utamasiklusanggaranpenting dikuasaidandi

mengerti dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Prinsip

mekanisme penganggaran relative tidak jauh berbeda antara sector

swastadengansectorpublik.Nazir(2003:124).

Untukmengetahuidata-datayangdibutuhkandalam penelitianini

makaterlebihdahuluperlumengoperasionalisasikanvariabelsepertiyang

telahdisebutkandarilatarbelakangpenelitiandankerangkapemikiran

denganmaksuduntukmenentukanindikator-indikatordarivariabelyang

bersangkutan sekaligus menggunakan instrument atau pengukuran

variabel.

Adapunvariabeldalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:



1.TransparansiDanaBantuanSosialyaitumemberikaninformasiyang

terbukakepadamasyarakatbahwamasyarakatmemilikihakuntuk

mengetahuiketerbukaan pengelolaan.Adapun indikator dalam

transparansiyaituinformatifdanketerbukaan.

2.Akuntabilitas Dana Bantuan Sosial yaitu tindakan

pertanggungjawaban yang diperoleh setelah melakukan aktivitas

penyaluran dana bantuan sosialuntuk sistem pelaporannya .

Adapun indikator dalam akuntabilitas yaitu tanggung jawab,

menyajikan,melaporkan.

3.2.4JenisdanSumberData

1.JenisData

Jenispenelitianinisecarakualitatifmenggunakanlingkunganalam,

bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi,dan dilakukan dengan

melibatkan berbagaimetode yang ada.Penelitian inimenggunakan

metodestudikasusyangmenggambarkankeadaansebenarnyadariobjek

penelitian.Jenismaupunsumberdatayangdigunakandalam penelitianini

adalahdataprimerdandatasekunder.

Moleong (2005:5)memaparkan bahwa penelitian kualitatifadalah

penelitanyangmenggunakanpendekatannaturalisticuntukmencaridan

menemukanpengertiandanpemahamantentangfenomenadalam suatu

lataryangberkontekkhusus.



2.SumberData

SumberDayayangdigunakanadalah:

1.DataPrimer

DataPrimerdalam penelitianiniadalahdatayangdiperolehdengan

wawancarasecaralangsungdenganpihakyangterkaitdi“KantorDinas

SosialKabupatenTojoUna-Una.

2.DataSekunder

Data Sekunder dalam penelitian iniyaitu buku-buku,dan hasil

penelitianyangadakaitannyadenganpermasalahanpenelitian.

3.2.5Informan

Sugiyono,(2012:54)menjelaskan informan (narasumber)penelitian

yaitu seseorang yang memilikiinformasimengenaiobjek penelitian

tersebut.Informandaripenelitianiniberasaldariwawancaralangsung

yang disebutsebagainarasumber.Agarpenelitidapatmemperoleh

informanyangbenar-benarmemenuhipersyaratandanbilaperlumenguji

informasiyangdiberikannyaapakahbenaratautidak,penentuinforman

untukpenelitiankualitatifberfungsiuntukmendapatkaninformasiyang

maksimum.

Berikutadalahdatainforman:

Tabel3.1



TabelInforman

No Nama Jabatan Keterangan

1 Hasbullah DM,

S.Sos

SekretarisDinasSosial InformanKunci

2 TaufikIbrahim BendaharaDinasSosial InformanKunci

3 Harsono,SE KepalaSupervisor InformanKunci

4 HeniLakadjo Seksi Kesejahteraan

Rakyat

Informan

Tambahan

5 IWayanSulasta,SE KepalaKantor

PosAmpana

Informan

Tambahan

6 Mohamad Safri,

S.Pd

SekretarisLurah Informan

Tambahan

7 Sri Rosdiana Y.

Salapa

AparatDesa Informan

Tambahan

8 Fitrianingsih Masyarakat Informan

Tambahan

9 Nurhawa Masyarakat Informan

Tambahan

Jumlah 9Orang

Informan

3.2.6TeknikPengumpulanData

Teknikpengumpulandatadalam penelitianiniyaitu:

1.Observasi,yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan

peninjauanlangsungkelokasipenelitianatausurveylapangan.Peneliti



melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang

dilihatdilokasipenelitian.

2.Wawancara, teknik ini digunakan peneliti yaitu sebagai cara

mengajukanbeberapapertanyaankepadapihakterkaityangmemiliki

kaitandenganmasalahyangterjadidiKantorDinasSosialKabupaten

TojoUna-Una.

3.Dokumentasiyaitupengumpulandatadengancaramempelajaribuku,

makalah,majalahilmiahgunauntukmengahasilkaninformasiyang

berkaitandenganmasalahpenelitian.

3.2.7TeknikAnalisisData

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data ialah analisis

kualitatifdenganmenggunakanpendekatandeskriptif.

Setelah kita mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil

wawancara,dokumentasiyang ada dilokasipenelitian kita akan

melakukananalisisdata.Analisisdataadalahprosespengelolaandata

menjadisuatu informasiyang baru,mudah dimengertidan dipahami

sehinggadenganmudahuntukmengambilkesimpulan.

3.2.8Triangulasi

PadatahapinipenelitimenggunakatehnikTriangulasi.Triangulasi

menurutsugionodalam (Sinatriyo&dkk,2019).



1.TriangulasiSumber

TriangulasiSumberadalahtriangulasiyangdigunakauntukmenguji

data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui

beberapasumber.Dalam halinipenelitidapatmembandingkanhasil

pengamatan ,wawancara dengan dokumen dokumen yang ada

ataupunmembandingkanhasilaancaradariresponden(DataPrimer)

denganbukubacaanyangberkaitandenganpenelitian.

2.TriangulasiTehnik

Triangulasitehnikadalahtriangulasiyangdigunakanuntukmenguji

datadengan caramengecekdatayang samadengan tehnikyang

berbeda.

3.TriangulasiWaktu

Triagulasi waktu adalah triangulasi yang sering mempengaruhi

data.untukmendapatkaninforrmasiyangvalidpenlitibisamelakukaan

pengamatanbeberapakali.

BABIV

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

4.1DeskripsiPenelitian

4.1.1GambaranUmum LokasiPenelitian

Penelitian inimengambil lokasipenelitian pada Dinas Sosial



Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Untuk mendapatkan

gambaranyanglebihjelastentangobjekpenelitian,makapenelitiakan

mendeskripsikanlatarbelakangobjekpenelitian.

4.1.1.1 DeskripsiObjekPenelitian

a.LokasiKabupatenTojoUna-Una

KabupatenTojoUna-Unaadalahsalahsatukabupatenyangberadadi

ProvinsiSulawesiTengah.KabupatenTojoUna-Unaawalnyamerupakan

bagiandariKabupatenPoso,Kabupateniniterbentukpadatanggal18

Desember2003.Kabupateninimemilikiluaswilayahdaratandiperkirakan

sekitar5721,51Km2atau8,41persendariluasdaratanProvinsiSulawesi

Tengahsertamemilikiluaslaut3566,21Km2danpenduduknyaberjumlah

153.991jiwadengankepadatan26,91jiwa/km2(2020),wilayahTojoUna-

Unaterdiridari12kecamatanyangterbagimenjadiduakategoriyaitu

wilayahdaratan6kecamatandankepulauan6kecamatan.Kecamatan

yang berada didaratan yaitu Ampana Kota,Ampana Tete,Ratolindo,

Ulubongka,Tojo,Tojo Barat.Sedangkan yang berada dalam wilayah

kepulauanadalahUna-una,Togean,Batudaka,WaleaKepulauan,Talatako,

WaleaBesar.

SecaraastronomisKabupaten Tojo Una-Unaterletakpadaposisi

121°05'25''-dan123°06'17''BujurTimurdan2°01'41''LintangSelatan

serta0°06'56''LintangUtara.BerdasarkanposisigeografisnyaKabupaten

Tojo Una-Unamemilikibatas-batas:bagian utaraberbatasan dengan



TelukTominidanProvinsiGorontalo,bagianselatanberbatasandengan

KabupatenMorowali,bagianbaratberbatasandenganKabupatenPoso

danbagiantimurberbatasandenganKabupatenBanggai.

TopografiwilayahkabupatenTojoUna-Unaumumnyapegunungan

dan perbukitan sebagian datardan agak landau.Ketinggian wilayah

umumnyaberadadiantara1-800meterdaripermukaanlaut.Kemiringan

lereng Kabupaten Tojo Una-Una bervariasimulaidarikemiringan 0-2°

(datar-landai),tersebardiseluruhkecamatankhususnyadiKecamatan

AmpanaKota.Kondisitanahinisangatpotensialdimanfaatkanuntuk

pemukiman.Kemudiankemiringan3-15°(landauagakmiring),tersebar

hampir diseluruh kecamatan.Kondisitanah sepertiinipotensial

dimanfaatkan untuk berbagaijenis usaha,tetapidiperlukan usaha

konversitanahdanair.Kemudian16-40°(miringagakcuram),tersebardi

seluruhkecamatan.Penggunungantanahdengankemiringandemikian

cukuprawan.

4.1.1.2 GambaranUmum DinasSosial

Dinassosialmerupakansalahsatubagiandaripemerintahdaerah

yang mempunyaitugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas di bidang sosial.

PembentukanDinasSosialKabupatenTojoUna-Unapadatanggal8April

2008sesuaidenganPeraturanDaerahKabupatenTojoUna-UnaNomor10

Tahun2008tentangorganisasidanTataKerjaDinasDaerahKabupaten



TojoUna-Unadenganmenimbang:

a.Bahwauntukmenindaklanjutiketentuanpasal2ayat(1)Peraturan

PemerintahNomor41Tahun2007tentangOrganisasiPerangkat

DaerahmakaperangkatDaerahmengenaiDinasDaerahKabupaten

TojoUna-Unaperludiaturdalam PeraturanDaerah

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud

pada huruf a,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

OrganisasidanTataKerjaDinasDaerahKabupatenTojoUna-Una.

4.1.2 StrukturDinasSosial

Strukturorganisasimerupakanjenjangataugarisyangbertingkat

berisikomponen-komponenbagaimanaaktivitasdalam perusahaanyang

berbeda mampu saling terkoordinasi.Umumnya,strukturorganisasi

disusunagarsetiapbidangmemilikiperandanfungsinyamasing-masing.

Tujuanutamanyaagarlebihmudahdalam halpembagiantugasdantiap

individubertanggungjawabterhadaptugasnyamasing-masing,struktur

organisasijugadapatmembantuuntukmenempatkanindividu-individu

yang berpotensidan memilikikompoten sesuaidengan bidang serta

keahliannya.Didalam struktur organisasiyang baik harus dapat

menjelaskanhubunganantarawewenangsiapamelaporataubertanggung

jawabkepadasiapa,jaditerdapatsuatupertanggungjawabanapayang

akandikerjakan.Itulahbeberapadefinisistrukturorganisasi.

Strukturorganisasiadalah suatu susunan atau hubungan antara



komponenbagian-bagiandanposisidalam sebuahorganisasi,komponen-

komponen yang ada dalam organisasimempunyaiketergantungan.

Sehinggajikaterdapatsuatukomponenbaikmakanakanberpengaruh

kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga

kepadaorganisasitersebut.

GambarStrukturOrganisasiDinasSosialKabupatenTojoUna-Una

4.2HasilPenelitian

4.2.1Transparansidalam penyaluranBantuanSosialCovid-19DiDinas

Sosial

Berbagaiterobosan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam

upayanya untuk mendorong keterbukaan penyaluran bantuan sosial.

Diantaranyadengan memanfaatkan kemajuan teknologiinformasidan

komunikasidieradigitalisasisekarangdiharapkanagarmasyarakatdapat



memperolehinformasidengancepatdanmudahsertadapatmeminalisir

kebocoranyangakanterjadi.

DinasSosialKabupatenTojoUna-UnaSendiridalam penetapancalon

penerima Bantuan Sosial Covid-19 sesuai dengan penuturan dari

SekretarisDinasSosialdanKepalaSupervisor,dimanaSekretarisDinas

SosialMengatakanbahwakriterianama-namacalonpenerimaBantuan

SosialCovid-19berasaldariDinasKesehatankemudiandiberikankepada

DinasSosial,sedangkan Kepala Supervisormengatakan bahwa nama

diusulkanolehpihakkelurahanataudesa,kemudiansetelahmenerima

nama-namacalonpenerimaBantuanSosialCovid-19itudiajukanoleh

desaataukelurahantersebutyangkemudiandimasukankedinassosial

dandinassosialyangakanmerekap.Berikutmerupakankutipanhasil

wawancara penelitidengan BapakHarsono,selaku Kepala Supervisor

DinasSosialKabupaten Tojo Una-Una,terkaitBagaimana mekanisme

penetapanpenerimabansos?

“UntukKriteriaituyangmenentukanadalahdesadankelurahan.Desa
dankelurahanyangmengajukankemudiandimasukankedinassosial.
Jadisetelahturunkebawahkitayangrekapberapajumlahnyayang
masuksesudahitukitamasukankepemerintahdaerahdalam halini
TAPDkarenamerekayangmengeluarkananggarankitahanyabagian
penyaluran.Kemudian untuk Bansos Sembako,itu dariDesa dan
kelurahanyangmengajukankemudiandimasukankedinassosial.
Jadisetelahturunkebawahkitayangrekapberapajumlahnyayang
masuksesudahitukitamasukankepemerintahdaerahdalam halini
TAPDkarenamerekayangmengeluarkananggarankitahanyabagian
penyaluran”.(Harsono,Selasa8Maret2022)

UntukKelayakanPenerimaBansosyangmenilaipenerimalayakatau

tidakitudarikelurahandandesa



PendapatBerbeda yang penelititemuidariSumberInforman lainnya,

sepertidenganBapakHasbullahselakuSekretarisDinasSosial.

“Kalauuntuknamapenerimabantuansosialcovid-19berupasembako
itudaridinaskesehatankarenadinaskesehatanmempunyaidatayang
terpaparcovid,danuntuknama-namapenerimaBantuanSosialTunai
itulangsungdaripusat,kitasajamintadikantorpos”.(Hasbullah,
Senin11Oktober2021)

AdapuntanggapandariIbuSriRosdiana,selakuaparatdesa.mengatakan

bahwa:

“PokoknyayangtermasukdidataDTKS(DataTerpaduKesejahteraan
Sosial),pokoknyayangmasukdidataDTKSitupenerimabantuanitu.
Tapitidakseluruhituyangmasukdalam bantuansemua,misalkandia
termasukdalam dataDTKSitu,diabisakitausulkandalam bantuan
apa saja bisa.Kalau belum masukdidata DTKS belum bisa jadi
penerima”.dan rekomendasinyadarikelurahan kemudian kedinas
sosial,daridinas sosialkekementrian,kementrianyangmenyaring.
Misalkan kita usulkan 260 ke dinas sosial,dinas sosialbagike
kementrian,kantidaksemuakelurahanuentanagaataspunya260
pergikekelurahanmanadikabupatenmanakanmasihadamereka
punyadibahagilagi.Tapiyang260itutetapmasuk.(Rosdiana,Selasa
8Maret2022)

UntukKelayakanPenerimaBansossendiridilihatdarirumahnyatapi

biarpundilihatdarirumahnyakalaupenghidupanpekerjaansuaminya,

misalkan kondisirumahnya beginitapipekerjaan suaminya hanya

tukangojek,buruh.Tapitidakjugarumahnyaterlalubesarseadanya

kayakrumahbeginiminimallantainyakeramik.

TanggapanolehIWayanSulasta,selakuKepalaKantorPosmengatakan

bahwa:



“Kalauuntuknama-namapenerimaBSTituyangpertamamengajukan
ituDinasSosialberdasarkandarikelurahandandesa,darikelurahan
ke dinas sosial kemudian di ajukan ke kementrian. Nanti
kementriankanadaposdating disanapusatdata,jadinama-nama
tersebutdiuploaddiberikanlahkekantorpos.jadikantorpositu
sebenarnyaterkaitnama-namatidaktahumenahu,tugasdarikantor
pos itu hanya satu membayarkan berdasarkan nama-nama yang
diberikanolehkementriansosial,yangmengeluarkannama-namaitu
kemensositukanranahnyakemensosnamadarikementrianitudari
dinassosial,kalaudarikelurahankantidakadaakseskekementrian
nahyangadaakseskandinassosial,dinassosialitudapatnama-nama
darimanatidakmungkinkanmerekaturunkelapangantentunyadari
kelurahandandesa.Jadikalaukamikantorposituranahnyahanya
membayarkanyangkitabayarkanituberdasarkannamayangdiberikan
olehkementriansosial”.(IWayan,Rabu13Oktober2021)

TanggapandariIbuNurhawaLakorosebagaimasyarakatpenerima

BantuanSosial:

“sayatidaktahujikaDesadankelurahanyangmenentukankriteria
penerima Bantuan Sosial,saya kiranya itu dariPemerintah Pusat.
Karenasehariatauduaharisebelum pelaksanaanpenyaluranbaru
diberitahukanbahwanantiadapenerimaanbantuansosial”.(Nurhawa,
Minggu7November2021)

Dariwawancaradiatasdapatdisimpulkanbahwaterdapatjawaban

berbedadariinformandalam penetapankriteriapenerimabantuansosial

dimanamerupakanrekomendasidaridesadankelurahankemudiandi

tujukkankeDinasSosialdanyangmenilailayakatautidaknyapenerima

bantuan sosialadalah desa dan kelurahan,tidakhanya itu penerima

bantuansosialjugamerupakanrekomendasidariDinasKesehatan.

Kemudian penelitipun kembalimengajukan pertanyaan terkait

penetapanpenerimaBantuanSosial,yaknidalam melakukanseleksiatau

pemuktahirandataapakahDinasSosialmelakukankoordinasiterlebih

dahulu dengan lembaga berwenang lainnya dalam penanggulangan



kemiskinan?

“karena DTKS yang sekarang inisudah berlaku setiap bulan kami
langsungsampaikankepadaseluruhjajarankamiyangadadibawah
untukmelakukanverfikasiuntukmelakukanmusyawarah,masyarakat
yangsudahtidaklayakdikeluarkanyanglayakdimasukkandidalam
usulan,tiapbulandatanyadiperbaruikarenadatainitidakstatus
selaludinamisdiabergerakterus”.(Harsono,Selasa8Maret2022)

Dalam melakukanseleksiataupemuktahirandatauntukpenetapan

penerima bantuan sosial,Dinas Sosialmelakukan koordinasidengan

lembaga berwenang lainnya dengan melakukan verifikasi dimana

masyarakatyangsudahtidaklayakdikeluarkandanyanglayakuntuk

dimasukkandalam usulan.

Untuk Tahapan sosialisasiyang perannya cukup penting dalam

keterbukaan akses informasipemerintah untuk masyarakat secara

meluas terkaitbantuan sosialyang menjadihak masyarakatyang

diakibatkan oleh dampak covid-19.Adapun Pertanyaan yang peneliti

ajukan yaknibagaimana proses sosialiasiyang dilakukan oleh Dinas

Sosialkepada Masyarakatagarmasyarakatluas dapatmengetahui

informasiterkaitbansos ?.informan bapakHarsono,selaku Kepala

Supervisorpunmenjelaskanupayasosialisasiyangmerekalakukanyakni:

“Kalaukamilakukansetiapkecamatantahapawalkarenadiainiada
tigatahappenyaluran.Tahappertamaitujumlahyangsama13.000KK
tahappertamadi146desadankelurahantapikitabagidisetiap
kecamatantidaklangsungkedesanantikecamatanyangsalurkanke
desa-desaitutahapawalkarenaitusosialisasiawal,nantitahapkedua
kamilangsungkedesadankelurahanjadidiainisebenarnyatigabulan
terhitungdariAprilMeiJunitigabulandikali13.000KKiniAPBDdua
atauanggarandaerahkarenaadajugaanggaranprovinsiitusamajuga
berupaberasbahanpokokcumandiaagakkeciljumlahnya8.000kalau



dariprovinsi,kalautahaptigadia13.000KKtapibahanyangdiberikan
hanyaberupaberaskalautahappertamaituadaberasadatelurada
minyakgorengdangulapasiritutahappertamatahapkeduatahap
kegitasudahberas,berasnya10kg”.(Harsono,Selasa8Maret2022)

PendapatBerbeda yang penelititemuidariSumberInforman lainnya,

sepertidenganIbuHenyLakadjoselakuSeksiKesejahteraanRakyatdi

kantorcamat.

“itulangsungdariDinasSosialtidaklagimelaluikecamatan”(Heni
Lakadjo,Rabu9Maret2022)

Adapun tanggapan dariIbu Fitrianingsi,selaku masyarakatpenerima

BantuanSosial:

“UntuksosialisasidaripihakDinasSosialsepertinyatidakada,karena
kamitidakpernahdiberitahukandaripihakkelurahan”.(Fitrianingsi,
Minggu7November2021)

Gunamenggaliinformasilebihdalam untuktahapsosialisasi.Peneliti

mengajukan pertanyaan kembalitentang Bagaimana koordinasipihak

DinasSosialkemasyarakat?Adapuntanggapanyangdiberikanoleh

BapakHarsonoyakni:

“Koordinasinyaselamainicukupbaguskarenamemangmasyarakat
kalau namanya bantuan mereka itu bukan cuman welcome tapi
antusiasbahkanyangtidakmiskindibilangmiskin”.(Harsono,Selasa
8Maret2022)

TanggapaninformanIbuRosdianapunmenjelaskankepadapeneliti:

“kalau ke masyarakat dia dari RT,karena RT kan yang tau
masyarakatnya.Misalkanmamamukanditauitudapatinibolehdi
undangkekelurahankankitatidaktausemuanama-namanyaitukan
RTyangtaunahRTperpanjangantangandarikami”.(Rosdiana,Selasa
8Maret2022)

Dariwawancaradiatasdapatdisimpulkanbahwaprosessosialiasi



yang dilakukan oleh Dinas Sosialkepada Masyarakat yaitu pada

sosialisasiawaldinas sosialmembagikan disetiap kecamatan tidak

langsungkedesa,karenakecamatanyangakanmenyalurkankedesa-

desa.PadatahapkeduaDinasSosialakanturunlangsungkedesa-desa

dan kelurahan dan diberikan sosialisasibahwa iniadalah bantuan

pemerintah daerah yang dikucurkan melaluianggaran daerah kepada

masyarakatyang terpaparCovid-19 yang layak untuk dibantu dan

digunakanseperlu-perlunya.KoordinasiDinasSosialkepadamasyarakat

cukupbaguskarenamasyarakatsangatwelcomedanantusias.

Dalam Realisasipelaksanaanpastinyaselaluterdapathambatandan

kesulitan.Sehingga penelitiingin mengetahuihambatan yang ditemui

dalam prosespenyaluran yang dilaksanakan oleDinasSosialdengan

mengajukanpertanyaan.ApakahTerdapathambatanyangditemuioleh

Dinas Sosial dalam akses pemberian informasi untuk jangkauan

masyarakatluas?AdapunTanggapandariBapakHarsono,menjelaskan

bahwa:

“Kalau untuk kabupaten tojo una-una hambatannya ada,karena
kabupatentojouna-unainiterdiridari12kecamatan6kecamatandi
darat6kecamatandikepulauan146desadankelurahandarisekitar
50-an desa yang dibagian kepulauan yang sebagian itu belum
mempunyaijaringandanmasihsusahdiaksesolehjangkauankalau
kita mau kesana,boleh sih tapimungkin memerlukan waktu satu
sampaiduahariituyangmenjadihambatan,yangdibagiandaratjuga
adabeberapatermasukpadabukanwilayahtersolirtapiyangagak
sulittransportasiyangpertamahambatanalam biasanyabanjir,hujan
contohnya diwilayah ulubongka kecamatan ulubongka diwilayah
kasialadenganuematopaituagaksulitkarenaitumenyebrang,kita
akanmelewatisungaiyangbesarsanasungaibongkaitumaunaik
rakit”.(Harsono,Selasa8Maret2022)



Hambatan yang dialamiDinasSosialdalam penyaluran dimana

kecamatan yang berada pada bagaian kepulauan sekitar50-an desa

sebagianitubelum mempunyaijaringandanmasihsusahdiaksesoleh

jangkauan kalau untuk bisa sampaikesana memerlukan waktu satu

sampaiduahari.

Darisegipemberian akses informasiuntuk masyarakatibu Sri

Rosdianamenjelaskan:

“KalauUntukkomunikasitidakada“.(Rosdiana,Selasa8Maret2022)

Selama Proses pelaksanaan penyaluran bansos. Apakah terdapat

permasalahandarimasyarakatpenerimayangditemuisaatpenyaluran

bantuan?danbagaimanaDinassosialmengatasinya?jawabanberagam

yangditemuiolehinformansepertipadajawabanbapakHarsonoyang

mengatakanbahwa:

“Tidakada.Tidakpernahmendapatkanmasalah”.(Harsono,Selasa8

Maret2022

Namunpadajawabaniburosdianayangmengatakanpernahmenemui

kendalasepertipenjelasannyaberikut:

”Ada,contohnya kayakkemarin mereka bilang saya mengeluarkan
namamerekasayahapusnamanyamerekaternyatatidakdihapus
namanyamereka,merekaliatdulubarubicarakepadakamibegitu.
Janganbilangnamanyakamikalianhapusbegini-beginiternyatatidak.
Caramengatasinyakitaundangteruskitabicarateruskitacaritau
siapamengatakansepertiitu”.(Rosdiana,Selasa8Maret2022

AdapuntanggapandariIbuNurhawa:



“kemarinsaatpelaksanaanpenyaluranadamasalah,beberapadari
masyarakattidakterimanamamerekatercantum sebagaipenerima
akantetapisaatpenyaluranmerekatidakbolehmenerimaalasannya
karenanamamerekadouble,seharusnyasebelum pelaksanaanpihak
pemerintahharusmengecekkembaliatausetidaknyamemberitahukan
sebelum pelaksanaan dari situkan kita tahu. Tapi ini mereka
memberitahukan saat berlangsungnya pelaksanaan
penyaluran”.(Nurhawa,Minggu7November2021)

Dalam prosespelaksanaanpenyaluranbansosterdapatpermasalahan

darimasyarakatpenerimayangditemuisaatpenyaluranbantuandimana

masyakaratmengatakanbahwadaripihakkelurahanmengeluarkannama

merekadaridaftarpenerimaakantetapipihakdarikelurahanmembantah

pernyataantersebutdenganmemberitahukanmerekaseharusnyamelihat

dulu baru mengatakan sepertiitu kepada kami,cara pihakkelurahan

mengatasimasalah tersebutdengan mencaritahu dan mengundang

masyarakatyangmengatakansepertiitu.

4.2.2Akuntabilitasdalam penyaluranBantuanSosialCovid-19DiDinas

Sosial

HakikatnyaSebagaiorganisasisektorpublicyangmengeloladana

masyarakatharus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada

publik.Olehkarenaitu,sangatpentingbagipemerintahagarlebihterbuka

dan bertanggungjawab didalam proses pengelolaan belanja bantuan

sosial ini,mulai dari proses penganggaran sampai evaluasi dan

monitoringnyayangharusdilakukansecaraakuntabel,agarmasyarakat



mengetahuisepertiapabentukpenggunaanbelanjabantuansosialyang

dikelolaolehpemerintahterkait. Untukitupenelitimenanyakansiapa

yangbertanggungjawabdalam pelaksanaanpengadaanbantuantersebut,

apakah pemerintah Pusatataukah pemerintah daerah?Jawaban dari

BapakHarsonountukpertanyaanpenelitibahwa:

“Kalauuntukbantuansosialitukalauyangmenyangkutporisyangdari
pemerintahdaerahdalam halinikabupatentojouna-unatapiyang
melaksanakanitudinassosialuntukcovidyah,untukprovinsijuga
dinassosialyangmelaksanakankalauuntukanggaranpusatituyang
mengenaicoviddinassosialjugayangmelaksanakan,tapiberupa
bantuanlangsungtunaiadayangdisalurkandipos,adayangdiwarung
itu,kalaudulubpntcovidnamanya.KalausekarangadaBantuanPokok
NonTunai(BPNT)PemberlakuanPembatasanKegiatanMastarakat
(PPKM)yangdisalurkanmelaluibankpenyalur.Kalausekarangini
yangdikantorposulanginibukan,inibpntregular”.(Harsono,Selasa8
Maret2022

Dalam rangkapenyaluranBelanjaBantuanSosialBentukBarang.

AdapunPertanyaanyangpenelitiajukanyakni,bantuansepertiapayang

diberikanolehDinasSosialselakupelaksanapenyalurandanberapanilai

barangyangditerimabagisetiappenerimabansos?

“DikabupatenTojoUna-Unaadatigajenisbantuanyangdisalurkan
pada saatpandemic Covid-19 yaitu Bantuan SosialTunai(BST),
BantuanPanganNonTunai(BPNT)Covid,danBantuanPanganNon
Tunai(BPNT) Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM).BantuanSosialTunaidisalurkanmelaluikantorpos,dinas
sosialhanyasebagaimonitoring.AdapunnilaibantuanSosialTunai
adalahRp.600.000setiapbulanuntuksetiappenerimabansosdan
diberikanselama3(tiga)bulandanRp.300.000setiapbulanuntuktiga
bulanberikutnya,danadapunnilaibantuandariPemerintahDaerah
berupaberas,telur,guladanminyakgoreng”.(Harsono,Selasa8
Maret2022

AdapuntanggapandariIbuFitrianingsi:

“sayatidakmengetahuibantuanjenisapasajayangdisalurkansaat



pandemiccovid-19,yangsayatahuhanyabantuantunaidanbantuan
sembako untuk namanya tahunya saatsebelum penyaluran saat
dibagikanblangkonpenerima.karenaituyahdaripihakpemerintah
tidak memberikan sosialisasidiberitahukannya hanya saatsehari
sebelum pelaksanaanpenyaluran”.(Fitrianingsi,Minggu7November
2021)

JenisbantuanyangdiberikanolehDinasSosialsebagaipenyalur

terdapattigajenisbantuanyaituBantuanSosialTunai(BST),Bantuan

PanganNonTunai(BPNT)Covid,danBantuanPanganNonTunai(BPNT)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM).Untuk nilai

bantuan SosialTunaiadalah Rp.600.000 setiap bulan untuk setiap

penerima bansosdan diberikan selama 3(tiga)bulan dan Rp.300.000

setiapbulanuntuktigabulanberikutnya,danadapunnilaiBantuanPangan

NonTunaidariPemerintahDaerahberupaberas,telur,guladanminyak

goreng.Namundaripihakmasyarakattidakmengetahuijenisbantuanapa

sajayangdisalurkankarenatidakadanyapemberitahuandaripemerintah

setempat.

Dalam ProsedurPenatausahaandanpertanggungjawabananggaran

yangakuntabeldantransparan.Penelitimengajukanpertanyaanterhadap

BendaharaDinasSosialterkaitbagaimanaprosedurpertanggungjawaban

pelaporanbelanjapengadaanyangdilakukanolehpihakDinasSosial?

“KitamengajukanpencairandulukeDinasKeuangan,kemudianuntuk
transaksipembeliansembakoitulangsungkeBadanUrusanLogistik
(BULOG).Pembeliannyaberupaberas,setelahitusayamenyiapkan
dokumenSuratPertanggungJawaban(SPJ)setelahitudimasukkan
keInspektorandanDinasKeuangan”.(TaufikIbrahim,Selasa8Maret
2022)

LaporanapasajayangdibuatolehPihakDinasSosialsebagaibentuk



pertanggungjawabananggaran?

“Jadisayabendaharatugasnyahanyamenyiapkandokumen,dokumen
berupa SuratPertanggung Jawaban (SPJ)sepertitransferdengan
BadanUrusuanLogistik(BULOG),perjanjiandenganBadanUrusuan
Logistik,denganpenyaluran.KarenapenyalurandilakukanolehDinas
Sosial”.(TaufikIbrahim,Selasa8Maret2022)

PeriodePelaporankapansaja?

“Jadiuntukpelaporannyasetelahselasaipenyaluran”(TaufikIbrahim,
Selasa8Maret2022)

Pertanggungjawabanlaporan.dilaporkan/ditujukankemana?

“Laporan keuangannya kita sudah diinspektorat dan diDinas
Keuangan,jadihabisdisusunlangsungdimasukkankesana,karena
tanggungjawabnyaitudisanadiDinasKeuangan”.(TaufikIbrahim,
Selasa8Maret2022

Akuntabilitas adalah hal yang mutlak dalam mewujudkan Good

Governance,dimanapemerintahdalam penyelenggaraanpelayananharus

mempertanggungjawabkannya kepada publik dan kepada organisasi

tempatkerjanya.

sehingga penelitipun mengajukan pertanyakan apakah terdapat

pengawasan,monitoring,danevaluasidalam halpengelolaananggaran

bansosyangdilaksanakanolehDinasSosialselakupelaksana?

“Kalauuntuksampaidengandetiksekarang,kalaupengawasannya
kitaselalukoordinasidenganseluruhkecamatankarenadinassosial
ituyangpertamadibangundaripalingbawahkarenadisetiapdesaitu
adaperpanjangantangandinassosialyangnamanyaoperator.Karena
saya dibagian data inipunya 146 operatordibawah,saya selalu
memonitoringkebawahsetiapadabantuansayaselalusampaikan
kepada mereka untuk selalu melakukan verifikasiatau validasi
namanya”.(Harsono,Selasa8Maret2022

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa prosedur



pertanggungjawabanpelaporanbelanjapengadaanyangdilakukanoleh

pihakDinasSosialyaitupihakDinasSosialmengajukanpencairanduluke

DinasKeuangan,setelahituDinasSosialmelakukantransaksipembelian

sembakokeBadanUrusanLogistik(BULOG).Pembeliannyaberupaberas,

setelahitumenyiapkandokumenSuratPertanggungJawaban(SPJ)yang

akandimasukkankeInspektorandanDinasKeuangan.Adapunlaporan

yangakandibuatsebagaipertanggungjawabanyaitudokumenberupa

SuratPertanggungJawaban(SPJ)sepertitransferdenganBadanUrusuan

Logistik (BULOG),perjanjian dengan Badan Urusuan Logistik,dengan

penyaluran,untukperoidepelaporannyadilakukansetelahpenyalurandan

untukpertanggungjawabanlaporanditujukkankeinspektoratdandinas

keuangan.

4.3Pembahasan

4.2.2.1 Transparansidalam PenyaluranBantuanSosialCovid-19Di

DinasSosial

Transparansiadalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan

masyarakatutntukmengetahuidanmendapatkanaksesinformasiseluas-

luasnyatentangkeuangandaerah,denganadanyatransparansimenjamin

aksesataukebebasanbagisetiaporanguntukmemperolehinformasi

tentangpenyelanggaraanpemerintahan,yakniinformasitentangkebijakan,

prosespembuatandanpelaksanaannyasertahasil-hasilyabg dicapai.

Jaditransparansimerupakankonsepmenciptakankepercayaantimbal



balikantarapemerintahdanmasyarakatmelaluipenyediaaninformasidan

menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.Jikadikaitkan

dalam pengertian inimaka Dinas SosialKabupaten Tojo Una-Una

merupakan pihak yang wajib untuk menyediakan informasi dan

masyarakatmerupakanpihakyangberhakatasinformasitersebut.

Transparansisangatpentingbagipelaksanaanpemerintahdalam

menjalankanmandatdarirakyatdenganadanyaprinsiptransparansimaka

menjaminaksesataukebebasanbagisetiaporanguntukmemperoleh

informasisegalasesuatuyangberhubungandenganmasyarakatharus

dibuat secara terbuka baik dari sisi pendataan sampain dengan

penyaluranBansoskepadamasyarakat.

Transparansisebagaiprinsipyangmenjaminaksesataukebebasan

bagisetiaporanguntukmemperolehinformasitentangpenyelenggaraan

pemerintahan,yakniinformasitentangkebijakanprosespembuatandan

pelaksanaanya serta hasil– hasilyang dicapai.Transparansiadalah

adanyakebijakanterbukabagipengawasan.Sedangkanyangdimaksud

dengan informasiadalah informasimengenaisetiap aspek kebijakan

pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi

diharapkanakanmenghasilkanpersainganpolitikyangsehat,toleran,dan

kebijakandibuatberdasarkanpreferensipublik.(Astuti,2014)

PenelitiansebelumnyaolehCindyAzniUtami(2019)denganjudul

“AnalisisAkuntabilitasdanTransparansiPengelolaanKeuanganDesadi



KampungBuatanIIKecamatanKotoGasibKabupatenSiak”menyatakan

bahwa secara umum,Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di

Kampung Buatan II pada tahapan penatausahaan,pelaporan dan

pertanggungjawaban telah sesuaidengan permendagriNo 113 Tahun

2014.Namundalam tahapanTransparansiPengelolaanKeuanganDesadi

Kampung Buatan IIbelum sepenuhnya transparan mengenainominal

sumberdanadankegiatanpencatatankasmasukdankeluartidakdapat

diakses dengan mudah oleh masyarakatserta tidak adanya papan

pengemuman mengenaikegiatan yang sedang dijalankan.Laporan

realisasi dan laporan pelaksanaan ABPDes diinformasikan kepada

masyarakatsecaratertulis,akantetapitidakterdapatmediainformasi

yangmudahdiaksesolehmasyarakatsepertipapanpengumuman.

Berdasarkandaripengamatan,wawancaradandokumenpenyebab

tidak transparansidisebabkan oleh jawaban berbeda dariinforman

sehinggaberakibatpadapenyaluranbantuansosialyangtidakmerata

karenamasihterdapatsebagianbesarpenerimatidaktersentuhbantuan

sosial,dan bantuan sosialyang tidak tepatsasaran karena masih

terdaftarnyapenerimabantuanyangtelahmeninggaldunia,terdapatdata

ganda,adanyapenggantiandaftarpenerimatanpaadanyakonfirmasiatau

pemberitahuankepadapenerimabantuandantidakadanyaketerbukaan

kuotapenerimabantuansosialkepadamasyarakatsepertipadadokumen

tahun 2020 penerima bantuan sosialdikelurahan uentanaga atas

penerimanya berjumlah 218 orang,dan pada dokumen bulan Januari



tahun2021penerimabantuanberkurangmenjadi196orang.Padabulan

Februari2021 penerima bantuan meningkatmenjadi236 orang ini

menandakan bahwa data penerima bantuan tidakmenetap dan tidak

akuratnyadatapenerimabantuansosial.

Tidakadanyapapanpengumumanataupuninformasimengenai

kegiatan yang sedang dijalankan serta kurangnya pemahaman

masyarakattentangjenis-jenisdankriteriabantuansosialdaripemerintah

yang banyaksekalijenisnya.Sehingga membuatmasyarakatmenjadi

bingungtentangjenisbantuan,danpenetapakriteriapenerimabantuan

sosialrekomendasidarisiapa.

4.2.2.1 Upaya Menciptakan Transparansi dalam Penyaluran

BantuanSosialCovid-19DiDinasSosial

Dalam upaya menciptakan transparansiyang idealdisinilah perlunya

penyampaianinformasiyanglengkap,jelasdanlebihluaslagimengenai

tentang penetapan kriteria bantuan sosial,harusdisampaikan kepada

masyarakatbaikmengundangseluruhmasyarakatataupunperwakilan

daribeberapamasyarakatsehinggamasyarakattidakmenjadibingung

dandenganadanyainfomasitersebut.

Denganinimasyarakatmenilaijikapemerintahdisekitarnyamau

melakukanketerbukaandanuntukmenghasilkandatayangakuratdalam

pemuktahirandataseharusnyapihakterkaitmemeriksaterlebihdahulu

datayangakandiproses,apakahitumerupakandataterbarudanpihak



terkaitharusturunlangsungkelapangan,sehinggabisamenilaimana

masyarakatyang layak dibantu sehingga tidak akan menimbulkan

kecemburuansosialsertadalam melaksanakankegiatanpihakterkait

seharusnyamemberikaninformasimelaluimedialangsungsepertidengan

memberitahukankepadamasyarakatdengancarasalahsatudaripihak

tersebutturunkelapanganataupunmediatidaklangsungsepertidengan

menyampaikan melaluiradio ataupun dengan sosialmedia seperti

website dan facebook karena bisa kita lihat bersama masyarakat

sekarang lebih sering menggunakan media untuk mencariinformasi

terbaru. Disinilah sangat dibutuhkan kerjasama, koordinasi antara

PemerintahDaerah,Kewilayahan,RT/RW yangberperanpentingdalam

penyaluranbantuansosialagartepatsasaran,efisiendanefektif.

4.2.2.2 Akuntabilitasdalam PenyaluranBantuanSosialCovid-19Di

DinasSosial

Setiap proses pelaksanaan kegiatan, perlu adanya

pertanggungjawaban untuk dapat memberikan informasi terkait

pelaksanaanyangtelahdilakukan,setiappelaksanaanpenyaluranbantuan

harusdapatmenyediakanlaporanpertanggungjawabanyangsesuaidan

sebenarnyadenganapayangtelahdilakukan,dalam halinikegiatanyang

telah dilaksanakan yaitu terkaitdengan penyaluran bantuan sosial.

Pelaksanaanpenyalurantersebutkaitannyadenganpertanggungjawaban

kepadaberbagaipihakdanuntukbisadijadikanpenilaianatauevaluasi

untukpelaksanaanselanjutnya.



Responsibilitas merupakan penjabaran darikonsep akuntabilitas,

Akuntabilitasdapatdilihatsebagaibagiandarikonseptanggungjawab.

Tanggungjawabadalahkewajibanuntukdimintaipertanggungjawaban

atassesuatuyangdilakukan,sedangkantanggungjawabadalahtanggung

jawabyangterkaitdengantugasuntukmenjelaskankepadaorangatau

pihak lain yang berhakmenuntutdan mengevaluasitanggung jawab.

Dalam pencapaianakuntabilitassuatukegiatantentutelahmelihatdari

beberapaaspekdimanaaspektersebuttelahmenjaditolakukurdalam

pencapaianakuntabilitassuatukegiatan.

Menurut(Wardana,2016)Peransuatupemerintahdalam mengatur

keuangan suatu daerah adalah bentukpelayanan masyarakatdengan

memberikan laporan pertanggungjawaban,informasikeuangan yang

dilakukansecaraterbuka,danmengawasiprosespengelolaankeuangan

untukmencapaipengelolaankeuanganyangbertanggungjawab.Halini

sesuaidengan teorikepengurusan.Singkatnya,tugas internaladalah

bentukpengabdiankepadamasyarakat.

Untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, laporan

keuanganharusdisajikansecaralengkapdenganinformasikeuangan.

Sebagaipengeloladanapublik,pemerintahharusmampumeningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.Untuk mencapaihalini

melaluireformasidalam penyajian laporan keuangan tahunan,negara

harusmampumenyajikanlaporankeuanganyangnyata,handal,mudah

dipahami,danbisadibandingkan,kemudiandipublikasikankepadapublik.



PenelitiansebelumnyaolehHardianti(2021)denganjudul“Analisis

TransparansidanPertanggungjawabanDanaBantuanSosialPadaDinas

Sosial Kota Makassar” menyatakan bahwa transparansi serta

pertanggungjawaban dana bantuan sosialpada Dinas SosialKota

Makassar.Dalam penyaluranbantuansosialtelahtransparansidengan

melihatbagaimanatingkatketerbukaanpadaprosespelayananpublik

dalam halinipembagiandanabansossertadarianggaranyangtelah

diimplementasikan secara transparansikepada masyarakatdan telah

sesuai dengan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan

penyaluran bantuan sosial.Dinas SosialKota Makassarakuntabiltas

dalam pengelolaandanabantuansosialdilihatdaribagaimanaorganisasi

inimelakukan pelaporan pertanggungjawaban akan dilakukan lewat

pemeriksainsfektorat,laporankebagianpengelolaankeuangandaerah,

walikotapadasaatpenepatanparipurnadiDPR.Danbentukpelaporan

yang dilakukan yaitu laporan pertriwulan,laporan persemester,dan

laporantahunan.

Berdasarkan hasil wawancara, akuntabilitas dalam pelaporan

keuangan oleh Dinas SosialKabupaten Tojo Una-Una sudah sesuai

denganindikatordimanasetelahpelaksanaanpenyaluranDinasSosial

melaporkankepadaInspektoratdanDinasKeuangan.Haltersebutsesuai

dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa

Akuntabilitasinternalyangditujuyaituotoritaspolitikyanglebihtinggidan

organataukewenanganadministrasiatasan.Maksuddariotoritaspolitik



dalam penelitianiniyaitukepadasiapapelaksanaanprogram Bantuan

sosialditujukan,sedangkan maksud kewenangan administrasiatasan

dalam penelitianiniyaitubagaimanadankepadasiapapelaporanbantuan

sosial.Selainakuntabilitasinternalyangdituju,terdapatjugaakuntabilitas

eksternalyangdituju.Padaakuntabilitaseksternalyangdituju,terdapat

pokokpembahasanyaitumengenaipengawasan,maksuddaripenjelasan

tersebutyaitubagaimanaperankepengawasandaripihakeksternaldalam

pelaksanaan penyaluran bantuan sosialdiKabupaten Tojo Una-Una.

Akuntabilitas eksternalyang dituju Kabupaten Tojo Una-Una yaitu

pengawas Dinas Sosial, kemudian subjek masyarakat yaitu dari

masyarakatsendiri,sehinggadapatdikatakanakuntabilitaseksternalyang

ditujudiDinasSosialKabupatenTojoUna-Unatelahsesuai.



BABV

KESIMPULANDANSARAN

5.1Kesimpulan

Makakesimpulanpenelitianinidapatdijelaskansebagaiberikut:

1.Transparansi

Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyang telah

diuraikan sebelumnya,maka kesimpulan penelitian inidapat

dijelaskan bahwaTransparansibelum dilaksanakan sepenuhnya

padaDinasSosialKabupatenTojoUna-Una.Dilihatdarikegiatan

penyalurandiDinasSosialKabupatenTojoUna-Unamenunjukkan

tidak sesuainya antara informasi dari Pihak Dinas Sosial



berdasarkan penjelasan darimasyarakat.serta tidak jelasnya

mekanismekriteriapenetapanpenerimabantuansosial,dantidak

akuratnyadatapenerimabantuansosial,sertatidakadapapan

pengumumanataupuninformasimengenaikegiatanyangsedang

dijalankan

2.Akuntabilitas

Berdasarkanhasilpenelitiandanpembahasanyang telah

diuraikan sebelumnya,maka kesimpulan penelitian inidapat

dijelaskanbahwauntukakuntabilitaspadaDinasSosialKabupaten

Tojo Una-Una sudah sesuaidengan indikatordimana setelah

pelaksanaan penyaluran Dinas Sosial melaporkan kepada

Inspektoratdan Dinas Keuangan.Haltersebutsesuaidengan

pedomanyangtelahditetapkanolehpemerintah.

5.2KeterbatasanPenelitian

Keterbatasanpadapenelitianiniadalah:

1.Melakukanpenelitianterburu-buru,penelitimenyadarimelakukan

penelitianterburu-buruitubisaberdampakpadahasilpenelitian

yangkurangefisien.

2.Kendalateknisdilapanganyangsecaratidaklangsungmembuat

penelitimerasapenelitianinikurangmaksimal.Ketikamemutuskan

untukmemakaimetodepenelitiankualitatif,penelitisadarakan



banyaknyainteraksiyangharusdibangundengansubyekdanobyek

penelitian.

3.Melakukanpenelitiandenganwaktuyangsingkat

5.3Saran

1.Diharapkan dalam proses pendataan penerima hendaknya

melibatkandanmengikutsertakanperwakilanmasyarakat,sebab

merekayanglebihpaham dengankondisimasyarakatnyasehingga

program bantuansosialinibisatepatsasaranpadamasyarakat

dantidakadalagikecemburuanpadasaatpenyaluranbantuan

sosialdimatamasyarakat.

2.BagiaparatpemerintahkhususnyaDinasSosialKabupatenTojo

Una-Una setidaknya dapat meningkatkan transparansi dalam

merencanakan anggaran bantuan sosial disesuaikan dengan

kebutuhanmasyarakat.
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MANUSKRIPWAWANCARA

1.Bagaimanamekanismepenetapanpenerimabansos?



JawabandariBapakHarsono:

Untuk Kriteria itu yang menentukan adalah desa dan

kelurahan.Desa dan kelurahan yang mengajukan kemudian di

masukankedinassosial.Jadisetelahturunkebawahkitayang

rekapberapajumlahnyayangmasuksesudahitukitamasukanke

pemerintah daerah dalam haliniTAPD karena mereka yang

mengeluarkananggarankitahanyabagianpenyaluran.Kemudian

untuk Bansos Sembako,itu dariDesa dan kelurahan yang

mengajukankemudiandimasukankedinassosial.Jadisetelah

turunkebawahkitayangrekapberapajumlahnyayangmasuk

sesudahitukitamasukankepemerintahdaerahdalam haliniTAPD

karenamerekayang mengeluarkananggarankitahanyabagian

penyaluran

JawabandariBapakHasbullah:

Kalauuntuknamapenerimabantuansosialcovid-19berupa

sembako itu dari dinas kesehatan karena dinas kesehatan

mempunyaidata yang terpaparcovid,dan untuk nama-nama

penerimaBantuanSosialTunaiitulangsungdaripusat,kitasaja

mintadikantorpos.

JawabandariIbuRosdiana:

Pokoknya yang termasuk didata DTKS (Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial),pokoknya yang masukdidata DTKS itu

penerimabantuanitu.Tapitidakseluruhituyangmasukdalam

bantuansemua,misalkandiatermasukdalam dataDTKSitu,dia

bisakitausulkandalam bantuanapasajabisa.Kalaubelum masuk

didataDTKSbelum bisajadipenerima”.danrekomendasinyadari

kelurahan kemudian ke dinas sosial,dari dinas sosialke

kementrian,kementrianyangmenyaring.Misalkankitausulkan260



kedinassosial,dinassosialbagikekementrian,kantidaksemua

kelurahanuentanagaataspunya260pergikekelurahanmanadi

kabupatenmanakanmasihadamerekapunyadibahagilagi.Tapi

yang260itutetapmasuk.

JawabandariBapakIWayanSulasta:

Kalauuntuknama-namapenerimaBST ituyangpertama

mengajukanituDinasSosialberdasarkandarikelurahandandesa,

darikelurahankedinassosialkemudiandiajukankekementrian.

Nantikementriankanadaposdatingdisanapusatdata,jadinama-

namatersebutdiuploaddiberikanlahkekantorpos.jadikantorpos

itusebenarnyaterkaitnama-namatidaktahumenahu,tugasdari

kantorposituhanyasatumembayarkanberdasarkannama-nama

yangdiberikanolehkementriansosial,yangmengeluarkannama-

nama itu kemensos itu kan ranahnya kemensos nama dari

kementrianitudaridinassosial,kalaudarikelurahankantidakada

akseskekementriannahyangadaakseskandinassosial,dinas

sosialitudapatnama-namadarimanatidakmungkinkanmereka

turunkelapangantentunyadarikelurahandandesa.Jadikalau

kamikantorpos itu ranahnya hanya membayarkan yang kita

bayarkanituberdasarkannamayangdiberikanolehkementrian

sosial

JawabandariIbuNurhawa:

sayatidaktahujikaDesadankelurahanyangmenentukan

kriteriapenerimaBantuanSosial,sayakiranyaitudariPemerintah

Pusat.Karenasehariatauduaharisebelum pelaksanaan

penyaluranbarudiberitahukanbahwanantiadapenerimaan

bantuansosial

2.ApakahDinasSosialmelakukankoordinasiterlebihdahuludengan



lembagaberwenang lainnyadalam penanggulangankemiskinan,

yaknidalam melakukanseleksiataupemuktahirandata?

JawabandariBapakHarsono:

karenaDTKSyangsekaranginisudahberlakusetiapbulan

kamilangsungsampaikankepadaseluruhjajarankamiyangadadi

bawahuntukmelakukanverfikasiuntukmelakukanmusyawarah,

masyarakatyang sudah tidaklayakdikeluarkan yang layakdi

masukkandidalam usulan,tiapbulandatanyadiperbaruikarena

datainitidakstatusselaludinamisdiabergerakterus

3.BagaimanaprosessosialisasiyangdilakukanolehDinasSosial

kepada masyarakat luas dapat mengetahuiinformasiterkait

bansos?

JawabandariBapakHarsono:

Kalaukamilakukansetiapkecamatantahapawalkarenadia

iniadatigatahappenyaluran.Tahappertamaitujumlahyangsama

13.000KKtahappertamadi146desadankelurahantapikitabagi

disetiapkecamatantidaklangsungkedesanantikecamatanyang

salurkankedesa-desaitutahapawalkarenaitusosialisasiawal,

nantitahapkeduakamilangsungkedesadankelurahanjadidiaini

sebenarnyatigabulanterhitungdariAprilMeiJunitigabulandikali

13.000KKiniAPBD duaatauanggarandaerahkarenaadajuga

anggaranprovinsiitusamajugaberupaberasbahanpokokcuman

diaagakkeciljumlahnya8.000kalaudariprovinsi,kalautahaptiga

dia13.000KKtapibahanyangdiberikanhanyaberupaberaskalau

tahappertamaituadaberasadateluradaminyakgorengdangula

pasiritutahappertamatahapkeduatahapkegitasudahberas,

berasnya10kg

JawabandariIbuHenyLakadjo:



itulangsungdariDinasSosialtidaklagimelaluikecamatan

JawabandariIbuFitrianingsi:

UntuksosialisasidaripihakDinasSosialsepertinyatidakada,

karenakamitidakpernahdiberitahukandaripihakkelurahan

4.BagaimanakoordinasipihakDinasSosialkemasyarakat?

JawabandariBapakHarsono:

Koordinasinya selama inicukup bagus karena memang

masyarakatkalau namanya bantuan mereka itu bukan cuman

welcometapiantusiasbahkanyangtidakmiskindibilangmiskin.

JawabandariIbuRosdiana:

kalaukemasyarakatdiadariRT,karenaRTkanyangtau

masyarakatnya.Misalkanmamamukanditauitudapatinibolehdi

undangkekelurahankankitatidaktausemuanama-namanyaitu

kanRTyangtaunahRTperpanjangantangandarikami.

5.ApakahterdapathambatanyangditemuiolehDinasSosialdalam

aksespemberianinformasiuntukjangkauanmasyarakatluas?

JawabandariBapakHarsono:

Kalau untuk kabupaten tojo una-una hambatannya ada,

karena kabupaten tojo una-una initerdiridari12 kecamatan 6

kecamatan didarat6 kecamatan dikepulauan 146 desa dan

kelurahandarisekitar50-andesayangdibagiankepulauanyang

sebagianitubelum mempunyaijaringandanmasihsusahdiakses

olehjangkauankalaukitamaukesana,bolehsihtapimungkin

memerlukan waktu satu sampaidua hariitu yang menjadi

hambatan,yangdibagiandaratjugaadabeberapatermasukpada

bukan wilayah tersolirtapiyang agak sulittransportasiyang



pertama hambatan alam biasanya banjir,hujan contohnya di

wilayahulubongkakecamatanulubongkadiwilayahkasialadengan

uematopaituagaksulitkarenaitumenyebrang,kitaakanmelewati

sungaiyangbesarsanasungaibongkaitumaunaikrakit

JawabandariIbuRosdiana:

KalauUntukkomunikasitidakada

6.Apakah terdapatpermasalahan darimasyarakatpenerima yang

ditemuisaatpenyaluranbantuan?danbagaimanaDinasSosial

Mengatasinya?

JawabandariBapakHarsono:

Tidakada.Tidakpernahmendapatkanmasalah

JawabandariIbuRosdiana:

Ada, contohnya kayak kemarin mereka bilang saya

mengeluarkannamamerekasayahapusnamanyamerekaternyata

tidak dihapus namanya mereka,mereka liatdulu baru bicara

kepadakamibegitu.Janganbilangnamanyakamikalianhapus

begini-beginiternyatatidak.Caramengatasinyakitaundangterus

kitabicarateruskitacaritausiapamengatakansepertiitu

JawabandariIbuNurhawa:

kemarin saat pelaksanaan penyaluran ada masalah,

beberapadarimasyarakattidakterimanamamerekatercantum

sebagaipenerimaakantetapisaatpenyaluranmerekatidakboleh



menerima alasannya karena nama mereka double,seharusnya

sebelum pelaksanaanpihakpemerintahharusmengecekkembali

atau setidaknya memberitahukan sebelum pelaksanaan dari

situkan kita tahu. Tapi ini mereka memberitahukan saat

berlangsungnyapelaksanaanpenyaluran.

7.Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan

bantuantersebut,apakahpemerintahpusatataukahpemerintah

daerah?

JawabandariBapakHarsono:

Kalauuntukbantuansosialitukalauyangmenyangkutporis

yangdaripemerintahdaerahdalam halinikabupatentojouna-una

tapiyangmelaksanakanitudinassosialuntukcovidyah,untuk

provinsijugadinassosialyangmelaksanakankalauuntukanggaran

pusat itu yang mengenai covid dinas sosial juga yang

melaksanakan,tapiberupa bantuan langsung tunaiada yang

disalurkandipos,adayangdiwarungitu,kalaudulubpntcovid

namanya.KalausekarangadaBantuanPokokNonTunai(BPNT)

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Mastarakat(PPKM)yang

disalurkanmelaluibankpenyalur.Kalausekaranginiyangdikantor

posulanginibukan,inibpntregular.

8.Bantuan sepertiapa yang diberikan oleh Dinas Sosialselaku

pelaksanapenyaluran?

JawabandariBapakHarsono:

Dikabupaten Tojo Una-Una ada tiga jenisbantuan yang

disalurkanpadasaatpandemicCovid-19yaituBantuanSosialTunai



(BST),Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)Covid,dan Bantuan

PanganNonTunai(BPNT)PemberlakuanPembatasanKegiatan

Masyarakat(PPKM).DikabupatenTojo Una-Unaadatigajenis

bantuan yang disalurkan pada saatpandemic Covid-19 yaitu

BantuanSosialTunai(BST),BantuanPanganNonTunai(BPNT)

Covid,dan Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)Pemberlakuan

PembatasanKegiatanMasyarakat(PPKM).

JawabandariIbuFitrianingsi:

saya tidak mengetahui bantuan jenis apa saja yang

disalurkansaatpandemiccovid-19,yangsayatahuhanyabantuan

tunaidanbantuansembakountuknamanyatahunyasaatsebelum

penyaluransaatdibagikanblangkonpenerima.karenaituyahdari

pihakpemerintahtidakmemberikansosialisasidiberitahukannya

hanyasaatseharisebelum pelaksanaanpenyaluran

9.Berapanilaibarangyangditerimabagisetiappenerimabansos?

JawabandariBapakHarsono:

AdapunnilaibantuanSosialTunaiadalahRp.600.000setiap

bulanuntuksetiappenerimabansosdandiberikanselama3(tiga)

bulandanRp.300.000setiapbulanuntuktigabulanberikutnya,dan

adapunnilaibantuandariPemerintahDaerahberupaberas,telur,

guladanminyakgoreng

10.Bagaimana prosedur pertanggungjawaban pelaporan belanja

pengadaanyangdilakukanolehpihakDinasSosial?

JawabandariBapakTaufikIbrahim :

Kita mengajukan pencairan dulu ke Dinas Keuangan,

kemudian untuktransaksipembelian sembako itu langsung ke

Badan Urusan Logistik (BULOG).Pembeliannya berupa beras,



setelahitusayamenyiapkandokumenSuratPertanggungJawaban

(SPJ)setelahitudimasukkankeInspektorandanDinasKeuangan.

11.Laporan apasajayang dibuatoleh pihakDinasSosialsebagai

bentukpertanggungjawabananggaran?

JawabandariBapakTaufikIbrahim :

Jadisayabendaharatugasnyahanyamenyiapkandokumen,

dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) seperti

transfer dengan Badan Urusuan Logistik (BULOG),perjanjian

dengan Badan Urusuan Logistik,dengan penyaluran.Karena

penyalurandilakukanolehDinasSosial

12.Untukperiodepelaporankapansaja?

JawabandariBapakTaufikIbrahim :

Jadiuntukpelaporannyasetelahselasaipenyaluran

13.Untuk pertanggungjawaban laporan,dilaporkan atau ditujukan

kemana?

JawabandariBapakTaufikIbrahim :

LaporankeuangannyakitasudahdiinspektoratdandiDinas

Keuangan,jadihabisdisusun langsung dimasukkan kesana,

karenatanggungjawabnyaitudisanadiDinasKeuangan

14.Apakahterdapatpengawasan,monitoring,danevaluasidalam hal

pengelolaananggaranbansosyangdilaksanakanolehDinasSosial

selakupelaksana?

JawabandariBapakHarsono:

Kalau untuk sampai dengan detik sekarang, kalau



pengawasannyakitaselalukoordinasidenganseluruhkecamatan

karenadinassosialituyangpertamadibangundaripalingbawah

karenadisetiapdesaituadaperpanjangantangandinassosialyang

namanya operator.Karena saya dibagian data inipunya 146

operatordibawah,sayaselalumemonitoringkebawahsetiapada

bantuan saya selalu sampaikan kepada mereka untuk selalu

melakukan verifikasi atau validasi namanya














